
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 9 TAHUN2014

TENTANG

PBDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAH DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA SSA

BUPATI HALMAHERA TENGAil

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan an •
pembangunan daerah menimbuikan hak d;r'i
kewajiban daerah yang dapar ainflai dengan uang,

b. bahwa dalam rangka percepaian dan peningkat;an
kualitas pembangunan serta penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang baik, yang beroreni£h,:
pada pelayanan umum, niaka perlu adan , .
kebijakan pengelolaan keuajigan daerah yatio:
sesuai dengan kaidah pengeioiaan keuangan publi';
yang efektif, efesien, transparan, d;ii:
bertanggungjawab;

c. bahwa berdasarkan pertinib^jigan sebagaime..-,!
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perin
menetapkan Peraturan Daerah Kabupainn
Hahnahera Tengah tentang Pedoman Pengelola:aii
Keuangan Daerah;

Mengingat; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tenta-ia
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat
Halmahera Tengah (Lembaraii Negara RI Tahiip,
1990 Nomor 51, Tambahaii Lembaran Negara -
Nomor 3830)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentana
Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor .17.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4118);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentaiis
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambah^m

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286l
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarig

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentcir:i
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawro
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub>it<
Indonesia Tahun 2004 Noinor 66, Tambah.! i
Lembaran Negara Repubiik inaonesia Nomor 440C !

6. Undang-Undang Nomor 33 T'ahun 2004 tentana
Perimbangan Keuangan aniara Pemerintah Pup riT
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indone j.ia
Nomor 4438);

7. Undang-uridang Nomor 28 Tahun 2009 tentajig;
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar: :
Negara Repubiik Indonesia Teihun 2009 Nomor 13i i.
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentana
Pembentukan PeraturanPeruiidang
Undangan(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor
82,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5233);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentane
Pemerintahan Daerah (Lemoaran Negara Repub.;^
Indonesia Tahun 2014 Nomor •J44, Tambar;

Lembaran Negara Republii-!: Inaonesia Nomor 5587i;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 200'"

tentang Pengelolaan dan PertanggungjawaDar
Keuangan dalam Pelaksanaa,n Dekonsentrasi ac-r
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Repubrly.
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahar.

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 402 •
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 20,.:;

tentang Tata Cara Perxanggungjawaban KevcUc
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembar 3 r

Negara Repubiik Indonesia Nornor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Norrior 23 Tahun 20T;'

tentang Pengendalian Jumiah Kumulatif Densi:.



Anggaran Pendapatan Helanja Negara
Anggaran Pendapatan Beiania Daeraii serta Beiauia
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daeran
(Lembaran Negara Repubiii( iTidonesia Tahun 2^'C''
Nomor 48, Tambahan LeitiDaran Negara Repucdii:
Indonesia Nomor 4287);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005.
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Neg^irn
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor IJy.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2c;u5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia T'ahun 2005 Noiii:;
140); Tambahan Lembaran Negara Repuiril
Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Peneraran
Standar- Pelayanan Minimal (Lembaran Nesnra
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i.;:)
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ? ;:
Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemeriniahan Daerah (Lembaia.r;
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ino.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonet
Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20C6

tentang Laporan Keuangan a an Kinerja Instars:
Pemerintah (Lembaran Negaia Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20 07'

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20f "
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Reputlik
Indonesia Nomor 4734;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Sistem Informasi Keuangan Daeraj:i
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201:
tentang Pinjaman Daeran (Lembaran Negarf;
Republik Indonesia Tahun iO i 1 Nomor 59);



21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentans:
Pengadaan Barang dan Jasa:

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tah„;.Q
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peratursr:

. Menteri. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20Ci6
tentang Pedoman Pengelolaari fCeuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGaH

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGAIf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TEHTAJIG PEDOm^J
PENGELOLAAN KEUANGAK DAERAH.

BABl

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disei^ut pemerintah, adaitui

Presiden RepUblik Indonesia yang memegang kekuasaaii
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimai ifi
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar ReDuoiik Indonesia tanun
1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat paeran
Kabupaten Halmahera Tengah sebagai unsur penyelenggcaii
Pemerintah Daerah

3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tenean.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seiamutnya disebut DPPC)

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmanc:;;
Tengah.

5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Daerah otonom yang selanjutnya disebut ciaerah adalah kesaiu.- r

masyarakat hukum yang mempunyai bacas-Datas wuayati yaioi
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
kepentingan masyarakat setempat menurnt t>rakarsa sennn-
berdasarkan aspirasi masyeirakat dalam sisrem i-iegara Kesaii-ai
Indoneia.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan ke^vaiiban daerah daiaxn
rangka penyelengaraan pemerintahan daeran yang dapat dimiai



dengan uang termasuk- didalamnya segaia oentuk kekayaan yajia
berhubungan dengan hak dan kewajiban daeran lersebut.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseiuruhan kegiatan va s
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penaiausahaan, pengawas£! .
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaiig seianjutnya disebur;
APED adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yane
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPPP
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRC
dengan persetujuan bersama Bupati.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang seianiutnya disebut PPI I: .
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yane
selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai mgc:,s-
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendah&a e
Umum Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasiias bendahara umurr;
daerah.

13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa uniuk melaksanaKar;
tugas bendahara umum daerah.

14. Satuan Keija Perangkat Daerah 3'ang seianiutnya disebut SK:-'Z
adalah perangkat daerah pada pemerintah aaerah selaku penggu ac.
anggaran barang.

15. Unit Keija adalah bagian dari SKPD yang meiaksanakan satu a\
beberapa program.

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang seianiutnya disebut PPT'lv
adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang me[aksanai<an satu ac -1
beberapa kegiatan dari suatu program 5;esuai dengan bidas/..
tugasnya,

17. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pernegang kewenanear.
penggunaan anggaran untuk melaksanakan nigas pokok dan fun
SKPD yang dipimpinnya.

18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat var e diberi kuasa un - •
melaksanakan kewen'angan pengguna anggaran daiai.
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

19. Pengguna Barang adalah pejabat peinegang kewenar,; :
penggunaan barang miltk daerah.

20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk :nenampung seiun:r:
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeiuaran daerah.

21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekemng tempat menyimran
uang daerah yang ditentukan oleh Keoaia Daerah unx,,..
menampung seluruh penerimaan Daerah can digunakan un:,La.
membayar seluruh pengeiuaran Daerah pada Bank yang ditetapkan



22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsionai yang ditum ,iK
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan. menatausahakan ciaii
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rang: a
pelaksanaan APBD pada SKPD.

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsionai yang dituni .-v
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan aar
mempertanggungjawabkan uang untUk keperiuan belanja daera :
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

24. Penerima^ Daer^ adalah uang yang masuic cialam kas daeraii.
25. pengeluaran daerah adalah uang yang keluar Qari kas daerah.
26. Pendepatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diai r,

sebagai nilai kekayaan bersih.
27. belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang dial :

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
28. surplus anggaran daerah adalah seHsih lebih antara pendapatii;

daerah dan belanja daerah.
29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurans antara pendaparsi

daerah dan belanja daerah.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu diba\ ai

kembaH dan/atau pengeluaran yang akan cuierima kembaii, bcLii<.
pada tahun aggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-taiiiin
anggaran berikutnya.

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang seianmtnya disebut SILPA
adalah selisih lebih reaUsasi penerimaan dan pengeluaran anggaraxi
selama satu periode pelaporan.

32. Pinjaman Daerah adalah semua transaxsi yang mengakibatKar
daerah menerima sejumlah uang atau menerima mamaat yaiie
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajibf r
untuk membayar kembaU.

33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekat
penganggaran berdasarkan kebijakan, aengan pengambiia
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilalaikan dalam perspeKo:"
lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangKan
implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tariL-r
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraari iiaiu.

34. PraMraan Maju (forward estimate) adalah peraimnean kebutunEj:
dana xintuk tahun anggaran berikutnyp dan tahun yai i;
direncanakan guna memastikan kesinaini; ingan program . ^
kegiatan yang telah disetujui dan meniani dasar penyusi3n.-.r
anggaran tahun berikutnya.

35. Kineija adalah keluaran/hasH dari kegiatan / program yang aKan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggars
dengan kuantitas dan kualitas terukur.

35. Penganggaran Terpadu adalah penyusun?;;. rencana keuanc:
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuK seluruh je::

c}-ri

,r;



belanja guna melaksanakan kegiatan oemermtahan yKiifi
didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi aiokasi dana.

37. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintanan ai bidang teriei -u
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai rajuan pembanguiie ri
nasional.

38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD daiam bentuk up.r n
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan aenggunakan sum us
daya yang disediakan untuk mencapai hasn yaiig terukur seE^iai
dengan misi SKPD.

39. Kegiatana adalah bagian dari program yang ailaksanakan oieh s,.
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai baaian dari pencapa bji
sasaran terukur pada suatu program dan teriiri dari sekumnu i r;
tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa persona!
(sumber daya manusia), barang modal lermasuk perlatan can
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberana atau keemua jeni;}
siimber daya tersebut sebagai masukan iiriDim untuk menghasiii: ::ai
keluaran {output] dalam bentuk barang/jasa.

40. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapRan dari suatu progr:!ni
atau keluaran yang diharapkan dari suatu ivegiatan.

41. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oieh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukuns pencapaian sasar pi:
dan tujuan program dan kebijakan.

42. HasU (outcome) adalah segala sesuatu vang mencerminkai!
berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan aaiam satu program.

43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang selaniuTp-
disingkat RPJMD adalah dokumen perencaraan untuk periocii.:
(Uma) tahun.

44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vans selanjutnya dise; c
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDl aaaiah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satui tanun.

45. Rencana Keija dan Anggaran SKPD yana seiamutnya disinsi;;H
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan ciaii oensanggaran vbva:.
berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperiukaii
untuk melaksanankannya.

46. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya aisingkat KUA adaian
dokumen yang memuat kebijakan bidang penaapatan, belania oBn
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 fsacu!
tahun.

47. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebni;
PPAS adalah rancangan program prioritas aan natokan na^Bs
maksimal anggaran yang diberikan kepaaa SKPD untuk serap
program sebagai acuan dalam penyusunan RK/\-SKPD.

48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang seianiutnya disingkac
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja aan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar peiaksanaan perubanan
anggaran oieh pengguna anggaran.



49. Surat Permintaan Pembayaran yang seianaitnya disingkat
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejaoat yang bertanggmig
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeiuaran unij is
mengajukan permintaan pembayaran.

50. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya oisingkat SPM adaiaii
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh penggune
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D aias
beban pengeiuaran DPA-SKPD.

51. Surat Perintah Membayar Langsung yang seianiutnya disingi,.a';
SPM-LS adalah dokumen yang diterbirkan oieh penggu ?
anggaran/kuasa pengguna anggaran untui-i p-eneroitan SP2D ai.a;:.
beban pengeiuaran DPA-SKPD kepada pihak ]:etiga.

52. Surat Perintah Membayar Langsung yane seiamutnya disine; \
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oieh penggUMr
anggaran/kuasa pengguna anggaran untUK oenerDitan SP2D ai.
beban pengeiuaran DPA-SKPD kepada pihak keciga.

53. Uang Persediaan adalah sejumlah uang lunai vang disediaj, =r
untuk satuan kerja dalam melaksahakan vegiatan operasio ! •:.
sehari-hari.

54. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang seianjutr: -
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang aiiernitkan oleh penggu t^c.
anggar^/kuasa pengguna anggaran untuK oenerbitan SP2D ar; ;.
beban beban pengeiuaran DPA-SKPD yang ainergunakan sebaa;ai
uang persediaan untuk mendanai kegiatnii operasional kan i
sehari-hari.

55. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persecuaan yang selaniutr • ?:
disingkat SPM-GU adalah dokumen yaag ditei oitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna ^ggaran untuic nenerbitan SP2D aras
beban pengeiuaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan uni. !-
mengganti uang persediaan yang telah dibeiainakan.

56. Surat Perintah Membayar Tambahan Uans Persediaan yare
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkai;
oleh pengguna anggaran/kuasa penegsana anagaran unr :
penerbitan SP2D atas beban pengeiuaran DPA-SKPD, karenti
kebutuhan dananya melebihi dari jurxiian batas pagu uany
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengaii Keientuan.

57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepaca
pemerintah daerah dan/atau hak pemeruitan daerah yang dawar.
dinilai dengan uang sebagai akibat perjaniia^n atau akibat iainr ;
berdasarkan peratiiran perundang-undan^an atau akibat lainr-
yang sah.

58. Barang Milik daerah adalah semua barana yang dibeli a.tai!
diperoleh atas beban APBD atau berasai a an perolehan iaim:; -, a
yang syah.

59. Utang Daerah adalah jumlah uang yang w ajib dibayar pemermiaii
daerah dan/atau kewajiban pemerintah aaf-nn yang dapat am V:

8
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dengan uang berdasarkan peraturan r'erundang-undangs r
perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya vans sah.

60. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkaii untuk menampuiie
kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak daijai;
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

61. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daefan merupakan suarJ
proses yang berkesinambungan yang oilakukan Oi , '
lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas cian fungsi melakuica.Tn
pengendalian melalui audit dan evaluasi, ufituk menjamin atiii
pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan aaerah sesuai dengi-_r.
rencana dan peraturan perundang-undangan.

' 62. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang., surat berharga aan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuaia ri
melawan hukum baik disengaja maupun lalai.

63. Badan Layanan Umum Daerah yang seiamumya disingkat BLU~
adalah SKPD/Unit kerja pada SKPD di iingKungan pemerinrax.
daerah yang dibentuk untuk memberikan peiayanan kepac s
masyarakat berupa penyediaan barang dan/axau iasa yang diiua
tanpa mengutamakan mencari keuntungan agin dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi ctan produktintas.

64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya aismgkat SPD adaiar:
dokumen yang menyatakan tersedianya deuia untuk melaksanaicai:.
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

65. Investasi adalah penggunaan aset untuk nemiDeroieh manif r
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,. .aaiuaai sosial dan/aL-u
manfaat lainnya sehingga dapat meningKiatkan kemampu?:
pemerintah dalam rangka peiayanan masyara Kat.

BAGIANKEDUA

RUANG LINGKUP DAN ASAS UIWUM

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan Daerah adalah meliputi:
a. Hak Daerah untuk memungut pajak daeran aan retribusi daerpn

serta melakukan pinjaman ;
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan .rusan pemenniai >

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga ;
c. Penerimaan Daerah ;
d. Pengeluaran Daerah ;
e. Kekayan daerah yang dikelola sendiri atau oieh pihak lain beruosi

uang, surat berharga, piutang, barang, sena hak-hak lain yar.;:
dapat dinilai dengan uang termasuk kekavaan yang dipisaiiKan
pada perusahaan daerah; dan



f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah daian
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ata i
kepentingan irnium.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah r:
meliputi:

a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah;
b. Struktur APBD;
c. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD:
d. Penyusunan dan penetapan APBD;
e. Pel^saneian APBD;
f. Penjoisunan dan penetapan perubahan APBD:
g. Pelaksanaan APBD Perubahan;
h. Penatausahaan keuangan daerah;
i. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
j. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus /\i-3D;
k. Pengelolaan kas umum daerah;
1. Pengelolaan piutang daerah;
m. Pengelolaan investasi daerah;
n. Pengelolaan barang milik daerah;
o. Pengelolaan dana cadangan;
p. Pengelolaan utang daerah;
q. Pengelolaan Keuangan Desa;
r. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengeioiaan keuangiui

daerah;
s. Penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, laat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, eieicm, iransparan aar
bertanggung jawab dengan memperharikan asas keadii: i
kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat

(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanaKan aaiam suatu sistj-u.
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam ,-\PBD yang setiap tail , ri
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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BAB II

. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUAKQAIJ DAEIt.4H
Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemenntanan Daerah ada : r;
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan aaerah dan mewa -•(;
pemerintah daerah dalam kepemilikan Kejtayaan daerah
disiapkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenariean :
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan oarang daerah;
c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran /penaguna barang;
d. Menetapkan bendahara penerimaaii dan bendali; -:

pengeluaran;
e. Menetapkan pejabat yang bertugas meiakiikan pemungu- r

penerimaan daerah;
f. Menetapkan pejabat yang bertugas m.-iakukan pengelol.rr:r;

utang dan piutang daerah;
g. Menetapkan pejabat yang bertugas meiakukan pengeloiaan

barang milik daerah; dan
h. Menetapkan pejabat yang bertugas meiaKukan pengujian atas

tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah seoagaimana dimaksL ci

pada ayat (1) dilaksanakan oleh ;
a. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/penggi,rv:i

barang daerah.
(4) Dalam pelaksanaan kekuasa^ sebagaimana aimaksud pada a-ai:

(3), Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengeloia nr.
keuangan daerah.

(5) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana cii aaksud pada ayar
Sekretaris Daerah dibantu oleh asisten seiaetans daerah seiaku
waldl koordinator pengelolaan keuangan daeran.

(6) Pelimpahan kekuasaan dimaksud pada ayat ;3i, ayat (4), dan a
(5) ditetapkan dengan Peraturan Bupaii berpedoman
peraturan perundang-undangan.

-np .f
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Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan D'a.er&h.

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengeioiaan keuangan daer 5n
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayai i4) berkaitan dengan
tugas dan fungsinya dalam membantu Bupaii menyusun kebiiak^ar
dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintanaii
daerah termasuk pengelolaan keuangan daeraft.

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengeioiaan keuangan daero..r-
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memlounvai tugas koordin;:i:v
di bidang:
a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakar. pc-.igeioiaan APBD;
b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijaKan pengeioiaan barjr s..

daerah;
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/ iia ; ang;
d. menetapkan bendahara penerirnaaii dan/bendaru =•

pengeluaran;
e. menetapkan pejabat yang bertugas meiaKukan pemungufr f

penerimaan daerah;
f. menetapkan pejabat yang bertugas I'.ie.aicuKan pengeioitir.i

utang dan piutang daerah;
g. menetapkan pejabat yang bertugas meiakukan pengeiolaar..

barang milik daerah; dan
h. menetapkan pejabat yang bertugas meiaicuican pengujian aras;

tagihan dan mememyahkan pembayaran.
(3) kekuaaan pengelolaan keuangan daerah serjagaimana dimaksuc:

pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. kepala satuan kerja pengelolaan keuangan aaeraii selaku PPKI )
b. kepala SKPD selaku pejabat pengguna ag^aran/barang daerah.

(4) dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana aimaksud pada a;' ?
(3), sekretaris daerah bertindak selaku coordinator pengeioiaar;
keuangan daerah.

(5) peHmpahan kekuasaan sebagaimana dimaKsua pada ayat (2), a r
(3), dan ayat (4) ditetapkan dengan kepurasan buDati berpedonnr-n
pada peratran perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut ;
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Dengeioiaan keuangtui

daerah;
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b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ;
c. Mel^sanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
d. Menyusun laporan keuangan daeran dalam rang ca

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dt\n
e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarKan kuasa yar g

dilimpahkan oleh Bupati.
(2) PPKD selaku BUD berwenang:

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD:
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APP r*;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sysiein penerimaan

dan pengeluaran kas daerah;
e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeiuaran APBD oi en

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya vang telah ditunjuk;
f. Mengusahakan dan mengatur dana 3'ans diperlukan dale rr

pelaksanaan APBD;
g. Menyimpan uang daerah;
h. Menetapkan SPD;
i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola sei -

menatausahakan investasi;
j. Melakukan pembayaran berdasarkan permmtaan pejaL.,.i

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
k. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan aias

nama pemerintah daerah;
1. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintar

daerah;
m. Melakukan pengelolaan utang dan piutane naerah;
n. Melaksanakan sistem akuntansi dar; ;:eiaporan keuan&

daerah; dan
o. Menyajikan informasi keuangan daerah .

Pasal 8

(1) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di lingkungan SKPiCD
selaku kuasa BUD.

(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dirnni:sud pada ayai
ditetapkan dengan kepUtusan Bupati.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempuri .j
tugas :
a. Menyiapkan anggaran kas;
b. Menyiapkan SPD;
c. Menyiapkan SP2D; dan

(4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat i,3!
juga melaksanakan wewenang sebagaimana ciimaksud dalam Pasa!
7 ayat (2), huruf (e), huruf (f), huruf (g), hurui li), huruf (j), hurui ds
dan huruf (m).
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(5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada BUD seiaku i^PKD.

Pasal 9

Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimai:saa daiam Pasai 9 ay a t
(4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lainn\'a ai iingkungan satuan
kerja pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 10

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang aaerah mempuyai tugas
dan wewenang;
a. Menyusun RKA-SKPD;
b. Men3aisun DPA-SKPD;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan DeTigeiuaran atas ben^r

anggaran belanja;
d. Melaksanaan anggaran SKPD yang dipimpmnya;
e. Melakukan pengujian atas tagihan ::an memerintaiik. ^

pembayaran;
f. Melaksanakan pemungutan peneritnaan bukan pajak;
g. Mengadakan ikatan/peijanjian keijasama (lenaan t3Uiak lain dai -

batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. Menandatangani SPM atas beban anggaran beianja SKPD y.-xtve

dipimpinnya;
i. Mengelola utang dan piutang yang menjaai tanggung jawab SKl-'Z-

yang dipimpinnya;
j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan aaeran yang menjatiL

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yanf:

dipimpinnya;
1. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang aiDimDinnya;
m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaaan/pengguna baratig

lainnya berdasarkan kuasa yang dUimpahkan oieh Bupati; dan
n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan ragasnya icepada aupau

melalui Sekretaris daerah.

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna baran- aalam melalcsanai f r,
tugas sebagaimana dimaksud daiam pasai 111 i dacat meiimpariKari
sebagian kewenangan kepada kepala unit Ken a paaa SKPD seiaiJ.i
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna. r, u ang.
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(2) Pelimpahan sebagian wewenang sebagaitnana dimaskud pada avar
(1) ditetapkan oleh. Bupati atas usul kepala siCPD.

(3) Penetapan kuasa pengguna anggaran/pens v !. .a Darang pada SK ;
sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) beraasarkan pertirnbanE? r
tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran luiruah uang yane
dikelola, beban keija, lokasi, kompetensi aar: aiau rentang ken; ::;
dan pertimbangan objektif lainnya.

(4) Kuasa pengguna anggaran/pengguna baiana bertanggung jawar,.
penuh atas pengelolaan anggaran/pengguna barang yaris;
dilimpahkan kepadanya.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatsu JKPD

Pasal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang aaiam meiaksanaKarL
program dan kegiatan SKPD menunjuk peiaoat pada unit kei ;a
SKPD selaku PPTK atas usul kuasa penggiir.a anggaran/penggui-f.
barang.

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ;:) mempunyai tuaaa
mencakup :

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan:
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaraii

pelaksanaan kegiatan.
(3) Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan fTerm Of Reference,

Kerangka Acuan Kerja) sebagaitnana dimaksud pada ayat (3) hu: ur
(a) diatur dalam peraturan Bupati.

(4) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud oada ayat (3) hurur ;
mencakup dokumen administrasi kegiatari mauDun dokun: ; i;
administrasi yang terkait dengan persyaraian pem oayaran yor l-
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perunaaii^-undangan.

Pasal 13

(1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksuG aaiam Pasal 13 avat ;
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabaiari. £ui«garan kesiai ;
beban keija, lokasi, dan/atau rentang kenaali dan pertimbanEan
objektif lainnya.

(2) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepac:!;;
pengguna anggaran/pengguna barang melaiui kuasa penggune
anggaran/pengguna barang.
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Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SEPD

Pasal 14

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggara n
yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Dada SKPD sebai-'-ai
PPKSKPD.

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat i i; niempunyai tugas
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan oarang dan jasa yaos

disampaikan oleh bendahara oengeluaran dar;
diketahui/disetujui oleh PPTK dan/atau kuasa pengguna
anggaran/pengguna barang;

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP LS gaji
dan tunjangan PNS serta penghasilan iainnva yang ditetapK -in
sesuai dengan ketentuan perundang-unf!:'Migan yang diajus'
oleh bendahara pengeluaran;

c. Menyiapkan SPM;
d. Mel^ukan verifikasi SPJ;
e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai oeiabat yang bertueas
melakukan pemungutan penerimaan negm a / aaerah, bendaiiar.v.
dan/atau PPTK, kecuali ditentukan lain aias nertiiribangan pejai
pengguna anggaran/pengguna barang secanjang r-nri-
bertentangan dengan peraturan perundang-uriaangan yang berias ii.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pfctigeiuaran

Pasal 15

(1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untaK
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaar:
anggaran. pendapatan pada SKPD.

(2) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendaha . :i. penaeiuaran unt h
melaksanakan tugas kebendaharaan dalara rangKa pelaksanac r
anggaran belanja pada SKPD.

(3) Bupati atas usul PPKD dapat mengangkat bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran untuk tiap unn Keria yang ada Dacta
SKPD.
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(4) Pengangkatan bendahara penerimaan dan oendahara pengeluaj -n
pada tiap unit kerja sebagaimana dimaksuci naaa ayat (3) diberik ar
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiat&Ti,
beban keija, lokasi, dan/atau rentang kendaii dan pertimbangan
objektif lainnya.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara peiigeiuaran sehagaima.n^
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), adalah pelana Tfungsional

(6) Bendahara penerimaan dan bendahara cengeiuaran diiaxaric
melakukan, baik secara langsung maupun iiaaK ianesung, kegiat =i-
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan ;ieniuaian jasa at-i
bertindak sebagai penjamin atas kegiaian/pekerjaan/penjuaiar:
tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau iembase
keuangan lainnya atas nama pribadi.

(7) Bendahara penerimaan dalam melaksa.n:v "leasnya
dibantu oleh bendahara penerimaan pembaiiTU aan/axau pemDar i i.
bendahara penerimaan.

(8) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya daUii;
dibantu oleh bendahara pengeluaran -r^embaniu dan/atciu
pembantu bendahara pengeluaran.

(9) Bendahara penerimaan pembantu dan pembantu bendahara
penerimaan bertanggungjawab kepada bendahara penerimaan.

(10) Bendahara pengeluaran pembantu dan embantu bendaha rf
pengeluaran bertanggungjawab kepada benaaraara Dengeluaran.

(11) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sece ;;,
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tuaasnya kersaci.
PPKD selaku BUD.

BAB W

ASAS UMUM DAN STRUKTUR AFBD

Bagian Kesatu
Asas Umum APBD

Pasal 16

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuiian penyelenggara an
pemerintahan dan kemampuan pendapatan ;' r erah

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaKsLia pada ayat
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewuiudkan peiayantii
kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan :;ernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawas<i:i,
alokasi, distribusi dan stabilisasi.

(4) APBD, Perubahan APBD dan PertanggunejiawaDan Pelaksancrji
APBD setiap tahun ditetapkan dengan perarii r in daerah.
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Pasal 17

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerar baik daiam bent . k:
uang, barang dan/atau jasa dianggarkan daiam APBD.

(2) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan aaerah dan penerima : "
pembiayaan daerah.

(3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaiiaua pada ayai
merupakan perkiraan yang terukur secara 'iweiaif dan rasion i
yang dapat dicapai imtuk semua sumber penaapatan.

(4) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimai<sud pada ayat J
adalah semua penerimaan yang perlu dibavtir kembali baik pan?
tahun anggaran yang bersangkutan maupun i)ada tahun an.ggaian
berikutnya.

Pasal 18

(1) Pengeluaran Daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran
pembiayaan daerah.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dala.m avat (1) merupakaj'
perkiraan beban pengeluaran daerah yang cucuokasikan secara aau
dan merata agar relatif dapat dinikmati oieh seiuruh kelonirc:-:
masyarakat tanpa diskriminasi, khusujirA-a daiam pembenan
pelayanan umum.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dutiaicsud pada ayat i i
adalah pengeluaran yang akan diterima kemDali baik pada tatiui:
an^aran bersangkutan maupun pada tahun snegaj-an berikutnya.

Pasal 19

(1) Daiam penyusunan APBD, penganggaran perjiieiuaran sebagaimarifi
dimaksud daiam pasal 19 ayat (1) harus aiauKung dengan adanva
kepastian tersedianya penerimaan daiam jumian yang cukup.

(2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran aPBD harus didukurm
dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 20

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daeran yang dianggancan
daiam APBD didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

(2) Seiuruh pendapatan daerah, belanja daeran. dan pembiayaari
daerah dianggarkan secara bruto daiam APBD. kecuali ditentuiiaii
lain oleh peraturan perundangundangan.
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Pasal 21

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satuj tahun mulai tanggai
1 Januari dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 22

(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri aari :
a. Pendapatan Daerah;
b. Beianja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah

(2) pendapatan daerah sebagaimana di maksiia ;;ada ayat (1) hurij; ::
meliputi semua penerimaan uang Rekening :<as umum Daer;; :
yang ekuitas dana lancar, yang merupakan naK daerah daiam saru
tahun anggaran yang tidak perlu di bayax keni oaii oieh daerah.

(3) beianja daerah sebagaimna dimaksud a3^ai ; i) auruf b meiipiit?.
semua pengeluaran dari Rekening kas iJmum Daerah yajiy;
mengurangi ekuitas dana lancar, yang r;:erupakan kewaiib.:.r.
daerah dalam satu tahun anggaran yang t;aak akan di peroier:
pembayarannya kembali oleh daerah.

(4) pembiyaan daerah sebagimana dimaksud ava t (1) huruf c meiipun
semua penerimaan yang perlu dibayar kembaii dan/ataii
pengeluaran yang akan diterima kemDaii, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan iiiaupun pada lahun anggaran
berikutnya.

Pasal 23

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksua daiam pasal 22 ayai, i i i
huruf (a) dirinci menurut urusan pemerintianan daerah, organisesi,
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek penaaDatan.

(2) Beianja daerah sebagaimana dimaksud aaiam pasai 22 ayai :
huruf (b) dirinci menurut urusan pemennian daerah, organisasi.
fungsi, program, kelompok, jenis, obyek dan nncian obyek beianiE:,.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksuci daiam pasal 22 ayat i Li
huruf (c) dirinci menurut urusan pemerintan daerah, organisasi.
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek peraoiayaan.
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Bagian Ketiga
Pendapataxi Daerah

Pasal 24

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 22 ayai ;
huruf (a) terdiri atas :
a. Pendapatan asli daerah;
b. Dana perimbangan; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 25

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaivsiid dalam Pasal 24
huruf (a) terdiri atas :
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah seoagaimana dimaksx a
pada ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) in inci menurut om ru
pendapatan sesuai dengan peraturan daeran rentang pajak daer • r
dan retribusi daerah.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daera;! yang dipisahK,i!i\
sebagaimana yang dimaksud pada huruf ici iirinci menurut ooieiv
pendapatan yang mencakup:
a. Bagian laba atas penyertaan modai tada "oerusahaan

daerah/BUMD;
b. Bagian laba atas penyertaan modai pana perusahaan mirii

pemerintah/BUMN; dan
c. Bagian laba atas penyertaan modal perusanaan milik swasta aia i,

kelompok usaha masyarakat.
(4) Jenis lain-lain PAD yang sah sebagaimana cli rnaksud pada ayat iI

huruf (d), disediakan untuk menganggarican penerimaan daerar.
yang tidak termasuk dalam jenis pajak daeran. retribusi daerah aeir:
hasil pengelolaan kekayaan daerah yaiiG dipisahkan dirinc.i
menurut obyek pendapatan mencakup ;
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
b. jasa giro;
c. pendapatan bunga;
d. timtutan ganti rugi;
e. keuntungan selisiti nilai tukar rupiah ternaaap mata uang asiiig;
f. komisi, potongan ataupun bentuk lam sebagai akibat aan

penjualan dan/atau pengadaan barane aan/atau jasa oien
daerah;

g. pendapatan denda atas keterlambatan peitu^sanaan pekeriaan;
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h. pendapatan denda pajak;
i. pendapatan denda retribusi;
j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k. pendapatan dari pengembalian;
1. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan: dan
n. pendapatan dari angsuran cicilan penjuaian.

Pasal 26

(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksua
dalatn pasal 24 huruf (b) mencakup :
a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum; dan
c. dana alokasi khusus.

(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyeK pendapatan yang
mencakup:
a. bagi hasil pajak;
b. bagi hasil bukan pajak.

(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas o bjek pendapatan dana
alokasi umum.

(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menuriit opiek pendapatan
menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemenntah.

Pasal 27

Kelompok Iain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam pas^ 24 huruf (c) merupakan seluruh pendapatan
daerah selain PAD dan dana perimbangan vang dibagi menunii;
jenis pendapatan yang mencakup ;
a. hibah berasal dari pemerintah, pemeriniah daerah lainm a

badan/lembaga/organisasi swasta daiaar, negeri, kelomrok;
masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang rid?!:
mengikat;

b. dana darurat dari pemerintah dalam ransKa penanggulansar
korbein/kerusakan akibat bencana alam;

c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepaaa Kota:
d. dana penyesuaian; dan
e. bantuan keuangan dari provinsi atau dan pemerintah daeren

lainnya.

Pasal 28

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasai 27 huruf (a) adaiah
penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga inTernasionaL pemerinteii.
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badan/lembaga dalam negeri atau peroranean. baik dalam beni j k
devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa. lermasuk tenaga a rii
dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembaii.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang hibah mengacu pada peratui'iu
perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 29

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 22 ayat i
huruf (b) dipergunakan dalam rangka oiendanai pelaksanarxc.
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaisr.;
Haknahera Tengah yang terdiri dari urusan waiib, urusan piiihir.
dan urusan yang penanganannya dalam Dagian atau bidaiig;
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah ci&n
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkar
dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pacia
ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatKar.
kuaUtas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajibar.
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanar:
dasar, pendidikan, kesehatan, fasihtas sosial dan fasilitas 'omum
yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Peningkatan kuaUtas kehidupan masvarakat sebagaimarif
dimaksud pada ayat (2) diwujudkan meiaiui prestasi kerja dalarr.
pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan waiici
pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundaiii;;-
undangan,

Pasal 30

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasai 22 ayat i:
huruf (b) diklasifikasikan menurut organisasi. I'ungsi dan kegiaian
serta jenis belanja.

(2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud paoci
ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan kota.

(3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pacia
ayat (1) terdiri dari;
a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintalian: dan
b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan neaara.

(4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemermtahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diklasiiiikasikan menuni:
kewenangan Pemerintah Hahnahera Tengan.
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(5) Klasifikasi belanja menurut urusan pemermtahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terdiri dari belanja urusan wajib ajirv
belanja urusan pilihan.

(6) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib seoagaimana dimaks-ia
pada ayat (5) mencakup;
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekeijaan umum;
d. perumahan;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perhubungan;
h. Hngkungan hidup;
i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan;
1. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. tenaga keija;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah:
p. penanaman modal;
q. kebudayaan;
r. pemuda dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. pemerintahan umum;
u. kepegawaian;
V, pemberdayaan masyarakat dan desa;
w. komunikasi dan informatika;
X. pariwisata;
y. perdagangan;
z. perindustriari; aa.ketahanan pangan.

(7) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan seoagaimana dimaksLici
pada ayat (5) mencakup;
a. pertanian;
b. kehutanan;

(8) Belanja menurut urusan pemerintahan yans penanganannya daiatr;
bagian atau bidang tertentu yang dapai cniaksanakan bersaiti;:
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan denes: i
ketentuan Perundang-undangan dijabarkan ciaiam bentuk program
dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib a an
urusan pilihan.

PasalSl

(1) Klasiflikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud aaiaiii
pasal 30 ayat (3) huruf (b) yang digunaican untuk tujuan
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keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terain
dari:

a. pelayaiian umum;
b. pertahanan;
c. ketertiban dan keamanan;
d. ekonomi;
e. lingkungan hidup;
f. perumahan dan fasilitas umum;
g. kesehatan;
h. pariwisata dan budaya;
i. agama;
j. pendidikan; dan
k. perlindungan sosial.

Pasal32

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimar-is
dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) disesUaucan aengan urusc; , .
pemerintahan yang menjadi kewenangan daeran.

Pasal 33

(1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaitnana dimaksud daiii:! ,
pasal 23 ayat (2) terdiri dari:
a. belanja tidak langsung; dan
b. belanja langsung.

(2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimai-ia aimaKsud pada a\ i:
(1) huruf (a) merupakan belanja yang aianggarkan tidak terira.t-
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

(3) Kelompok belanja langsung sebagaimana aimaksud pada ayat : i
huruf (b) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

(4) Penganggaran dalam APED untuk seiiao kelompok beiaira
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;erdasari<;an ketentueri
perundang-undangan.

Pasal 34

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud daiari
pasal 33 ayat (1) hiiruf (a) dibagi menurut jems beianja yang terciin
dari:

a. belanja pegawai;
b. bunga;
c. subsidi;
d. hibah;
e. bantuan sosial;
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1 belanja bagi hasil;
g. bantuan keuangan; dan
h. belanja tidak terduga.

Pasal35

Kelompok beleinja langsung dari suatu .iegiatan sebagamiana
dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf (b) dibagi menurut
jenis belanja yang terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja modal.

Pasal 36

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud daiam Pasal 34 huruf .
dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengar
Peraturan Perundangundangan.

(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bana:!£.r;.
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belariia
tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf ;bi
huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), dan huruf li-
hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

(3) Belanja langsuhg yang terdiri dari belanja pegawai, beianja bararis;
dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program aar.
kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada beianja SK 1
berkenaan.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Pasal 37

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksua datam pasal 22 ayat; i
huruf (c) terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeiuarar;
pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaKsua pada ayat
mencakup antara lain;
a. sisa lebih perhitungan anggaran vSILPA) cahun anagar^-r'

sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah:
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; aan
f. penerimaan piutang daerah.
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(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaKsud pada ayat
mencakup antara lain:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah claerah;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman.

(4) Pembiayaan netto merupakan selisih lebih oenerimaan pembiayaa u
terhadap pengeluaran pembiayaan.

(5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup aeiisitanggarf ri.
atau memanfaatkan surplus anggaran.

BABV

PENYUSUTJAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu
Rencana Kerja Pemerintahan Baerah

Pasal 38

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tanun yang merupaK ir
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yajie:
penyusunannya berpedoman kepada F:RJP Provinsi deng,i.i
memperhatikan RPJM Nasional dan standar peiayanan minima.;
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 39

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasai 38 ditetapkan paiins:
lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 40

(1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan. strategi, kebijaksr!
program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesria;:
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana aimaksud pada ayat
berpedoman pada RPJMD.

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabajrat.
dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPC
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang menaacu kepada; Rencana
Keija pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintahan.

(2) Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaKsud pada ayat -
merupakan penjabaran dari Renstra SICPD yang disusi, r
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berdasarkan evaluasi pencapaian peiaksaiiaan program
kegiatan tahun-tahun sebeliimnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1; memuat rancangari
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembaiiffunan dan kewajiban
daerah, rencana kerja yang terukur dan penaanaannya, baik yarns
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daeran inaupun ditempu,a
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaioua pada ayat
mempertimbangkan prestasi capaian stanaar peiayanan minmia:
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 42

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasai avat (1) disus -
untuk menjamin keterkaitan dan konsisteiisi antara perencanaa •
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan i3x
pertanggungjawaban.

(2) Penyusunan RKPD tahun anggaran bervtcuinya diseiesaikax,
selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat siJ; diietapkan dengar
Peraturan Bupati.

(4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayai :
berpedoman pada peraturan perimdangunctansan.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD

Pasal 43

(1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal - j
ayat (1) menyusun Rancangan Kebijakan Umum KUA.

(2) Penyusunan Rancangan KUA sebagaimana aimaksud pada avat ! '̂
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perunaang-Undangan yant;
berlaku.

(3) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana aiTtiaksud pada ayat iJ:
memuat antara lain:

a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinKi-onisasi kebijai^iil•L
pemerintah dengan pemerintah daerah;

b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD;
c. teknis penyusunan APBD; dan
d. hal-hal lainnya yang berkiaitan dengan penvusunan APBD.

Pasal 44

(1) Rancangan KUA memuat target pencapaian xineria yang teruKu;-
dari program-program yang akan dilaksanaKan oleh pemerintan
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daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang diser-ai
dengan proyeksi pendapatan daeraJi, aioKasi beianja daerpii
sumber dan penggunaan pembiayaan yang aiseriai dengan asumsi
yang mendasarinya.

(2) Program-program sebagaimana dimaksua pada ayat
diselaraskan dengan prioritas pembangunaii vans aitetapkan oier
pemerintah.

(3) Asiimsi yang mendasari sebagaimana dimaksua pada ayat i i) yai :n:
mempertimbangkan perkembangan ekonomi inakro dan perubanar.
pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oieh pemerintah.

Pasal 45

(1) Dalam menyusun Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dal? n*
pasal 43 ayat (1) Bupati dibantu oleh Tim .magaran Pemerin-'!'
Daerah TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud paas
ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinacor
pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati paling lambat pa aa
awal bulan Juni.

Pasal 46

(1) Bupati menyampaikan Rancangan KUA tahun anegaran berikuti: -?
sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 avai :2) sebagai landas =r
penyusunan RAPED kepada DPRD selamoat-lamoatr ' &
pertengahan bulan Juni tahun anggaran benaian.

(2) Mekanisme penyampsuan Rancangan KUA seoaeaimana dimakc viC.
pada ayat (1) dilakukan mengacu pada tata tery-o DPRD yang aaa

(3) Pembahasan Rancangan KUA sebagaimana airnaksud pada ayai :
dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD.

(4) Rancangan KUA yang telah dibahas sebaeamiana dimaksud paaa
ayat (2) selanjutnya disepakati dan ditetapican meniadi KUA pain"f;
lambat minggu pertama bulan Juli tahun anegaran berjalan.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 47

(1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati seoagaimana dimaksua
pasal 46 ayat (4) pemerintah daerah menyusun rancangan PP^.S
yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

(2) Pembahasan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukaii
paling lambat minggu kedua bulan Juii tahun anggarsj:!
sebelumnya.

28



(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) disusiin
dengan tahapan sebagai berikut;
a. menentukan skala prioritas dalam urusan waiib dan urusa.n

pilihan;
b. menentukan urutan program dalam masmg-masing urusan;
c. menyusun plafon anggaran sementara iintuk masing-masins

program

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada avai (2) dilakukan oier:
TAPD bersama badan anggaran DPRD.

(5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana aimaksud pa : a
ayat (4) selanjutnya disepakati jadi PPA paling lambat akhir buiar..
Juli tahun anggaran beijalan.

Pasal 48

(1) KUA dan PPA yang telah dibahas dan disepaxati oersama Bupaa
Han DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yaoe
ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimDinan DPRD.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan yang bersangkutan dapat menum
pejabat yang diberi wewenang untuk rnenandatangani nrv-r
kesepakatan KUA dan PPA.

(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan noce,
kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleiri Deiabat yang ditumiii<:
oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 49

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana aimaksud dalam pasai
48 ayat (1), TAPD menyiapkan surat eaaran Bupati tentane
pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala 3K?l!
dalam menyusun RKASKPD.

(2) Surat edaran Bupati tentang penyusunan kKA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berilku :

rencana pendapatan dan pembiayaan;
b. sinkronisasi program dan kegiatan aniar dKPD dengan kiner a

SKPD berkenaan sesuai dengan standar peiayanan minimal yai ,i;
ditetapkan;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD keoaca PPKD;
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkaii .jernauan dan _

terkait dengan prkisip-prinsip peningkaian eiisiensi, efekufii3 3.
transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran daL:;<ni
rangka pencapaian prestasi kerja; dan

e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekenins£
APBD, format RKA-SKPD, analisis stanaar beianja dan stanciar
satuan harga.
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(3) Surat edaran Bupati perihal pedoman oeiiyusunaii RKA-SKrD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paiing lambat ai
bulan Agustus taliun anggaraii beijalan.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan An^^araii SKPD

Pasal 50

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-3KPD sebagaimana
dimaksud pada pasal 49 ayat (1), kepala SKPD menyusun 'kKA-
SKPD.

(2) RKA-SKPD disusun dengan men^unakaii ::endekatan keraniiKa.
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu a ii:
penganggaran berdasarkan prestasi keija.

Pasal 51

(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daersr.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 52) dilaksanakar.
dengan menyusun prakiraan maju.

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud ~aada ayat (1) bens.,
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yar s;
direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tab ;f
anggaran yang direncanakan.

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud daiarri
pasal 50 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran pendapatan. belanja,. lan
pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokuirien
rencana kerja dan anggaran.

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kena sebagaimana
dimaksud dalam pasal 50 ayat !2~i aiiakukan aengaii
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keiuaran
yang diharapkan dari kegiatan dan hasii serta manfaat ysne
diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil ran
keiuaran tersebut.

Pasal 52

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpaan
dilaknkan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan
dan penganggaran di lingkungan SKPD j.nmk menghasiikaii
dokumen rencana kerja dan anggaran.
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Pasal 53

(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendeicaiaxi prestasi ken a
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaar
dengan keluaran dan hasil yang diharapKan dan kegiatan o :.n
program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasii
tersebut.

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi keria sebagaimarL.?
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarican capaian kinera
indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harea
dan standar pelayanan minimal.

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaicsud pada ayat
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasar.';-i: t:
pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Dasai 51 ayat i21 j ; ;-
terciptanya kesinambungan RKASKPD, keoaia SKPD mengevaiUris
hasil pelaksanaan program dan kegiatan i :satui tahun anggar a.r
sebelumnya sampai dengan semester periaina buian anggai _
berjalan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada a '̂̂ at ii bertujuan meniut..
program dan kegiatan yang belum dapat oilaksanakan dan/atau
belum diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau i (sa~'i
tahun berikutnya dari tahun yang direncanajcan.

(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan meruoakan tahun teraKixd
untuk pencapaian prestasi keija yang aiuetapKan kebutuiiar:
dananya harus dianggarkan pada tahun yang ciu-encanakan.

Pasal 55

(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasai 50 ayat (1) memi'.dv
rencana pendapatan, belanja untuk masing-tnasing program ciai:.
kegiatan menurut fungsi untuk tahun vans airencanakan diriiic:
sampai dengan rincian objek pendapatan Deiania dan pembiayaar.
serta prakiraan maju untuk tahun berikutnva,

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada at i T; iuga memv r;
informasi tentang urusan pemerintahan daeran. organisasi, stancicu"
biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dan program dan kegiatan.

Pasal 56

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daeran
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.
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Bagian Kelima
Penyiapan Raperda APBD

Pasal57

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepaia 3KPD sebagainiaiia
dimaksud dilain pasal 50 ayat (1) disampaikan i-cepada PPKD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada :ivat i i) seianjutn; a
dibahas oleh TAPD.

(3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaKsud pada ayat
dilakukan untuk menelaah kesesuaian aniara RKA-SKPD dengai:
KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disecuiui tanun anggai i c
sebelumnya dan dokumen perencanaan iamnya serta capaian
kineija, indicator kinerja, anaHsis standar belanja. standar satuax
harga, dan standar pelayanan minimal serta sikronisasi progre.T:.
dan kegiatan antar SKPD.

(4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaiai]:
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepaia SKPD melakuicar_
penyempurnaan.

Pasal 58

(1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBE
berikut dokumen pendukung, Rancangan Peraturan w alike c?.
tentang penjabaran APBD berdasarkan kis A-SKPD yang lei?: '
ditelaah oleh TAPD.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) terc r
atas nota keuangan dan rancangan APBD.

(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang -PBD sebagaima:
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terci-r-
dari;

a. ringkasan APBD;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemermtanan daerah

organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerinian^^in aaerah, organisr ^

pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemermtanan daeriu::.

organisasi, fungsi, program dan kegiatan;
e. rekapitulasi belanja daerah untuk keseiarasan dan keterpadiia r;

urusan pemerintahan daerah dan lui-igsi aaiam kerans.i r.
pengelolaan keuangan negara;

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan uer labatan;
g. daftar piutang daerah;
h. daftar penyertaan modal (investasi) daeran:
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i. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran seDeiumnya ya -s
belum diselesaikan dan dianggarkan Kembaii daiam tan in
anggaran ini;

j. daftar dana cadangan daerah; dan
k. daftar pinjaman daerah.

Pasal 59

(1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBC
sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat i i) diiengkapi denear.
lampiran yang terdiri dari:
a. ringkasan penjabaran APBD;
b. penjabaran APBD menurut urusan pemermtahan,, organise si

fungsi, program kegiatan, kelompok, jems. ooyeK, rincian obves-
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang peniabaran APBD wajit)
memuat penjelasan sebagai berikut:
a. untuk pendapatan mencakup dasar huKurn target/volume yari£{

direncanakan, tarif pungutan/harga;
b. untuk belanja mencakup satuan voiurne/toiok ukur, naiea

satuan, lokasi kegiatan dan sumber penaanaan kegiatan;
c. untuk pembiayaan mencakup dasar huicum, sasaran sumDe::

penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeiuaran pembiayaan.

Pasal 60

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusuri
oleh PPKD disampaikan kepada Bupati meiaiui Sekretaris Daeran

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang .\PBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebelum disamnaikan kepada DPRt)
disosialisasikan kepada masyarakat.

(3) SosiaUsasi Rancangan Peraturan Daeran eentang APED
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersiiat memberikan inibnnasi
mengenai hak dan kewajiban pemerintah aaerah serta masyarai:ac
dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yana airencanakan.

(4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Zaerah tentang AP5I)
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinaiof
pengelolaan keuangan daerah.
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BAB VI

PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasaii

Rancangan Peratiiran Daerah tentans aPBD

Pasaiei

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturaii Daerah tentang APBT
kepada DPRD disertai penjelasan dan aokumen pendukuneii\ c,
selambat-lambatnya pada minggu pertama ;:aian Oktober tan . r.
sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoieh persemjusx:
bersama.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah rentang APE':
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;ii3ertai dengan W' . >
Keuangan.

Pasal 62

(1) Tata cara penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturar
Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tar?
tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada avat (1) menitikberatic;ir:
pada kesesuaian antara kebijakan umum KUA serta PPA dene ar;
program dan kegiatan yang diusulkan daiam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

(3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan rjemeiasan terkait dene ?,r
pembahasan program dan kegiatan tertennu dapat meminta RK.»-
SKPD yang berkenaan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Fersetujuan Rancangan Peraturan Daeran tentang APBD

Pasal 63

(1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan SuDati terhaof t)
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan seiamior r
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ;.anun anggaran yaT^ii
bersangkutan dilaksanakan.

(2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimajcsud paaa a^'a:
(1), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD.

(3) Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhaiangan tetat).
maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapKan oieh pejabat yansi,
berwenang selaku Pejabat/Pelaksana mgas Bupati dan/atau

34



. . l uibLkbailiaicuUIUlUI.. -UflJ I

selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangaji;
persetujuan bersama.

Pasal 64

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagainiana dimaksud dalair.
pasal 63 ayat (1) tidak mengambil keputusaii bersama dengan.
Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APEO,
Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tuiaginya sebesar ansKa
APBD tahun anggaran sebelumnya untuk inembiayai keperiuai:
setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Peraturan Burau
tentang APBD.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperiuan setiap buicj:.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioriLaskan untuk beiaiii.:.
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat waiib.

(3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana aimaksud pada ayai
dilaksanakan setelah memperoleh pengesanan ciari Gubemur.

(4) Pengesahan Rancangan Peraturan Birriri -entang
sebagaimana yang dimaksud pada ayat ;.31 ditetapkan dene3,r
Keputusan Gubernur.

(5) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sf oagaimana dimaks;.:c
pada ayat (4) dUengkapi dengan lampiran yans lerain dari:
a. Ringkasan APBD;
b. Ringkasan APBD menurut urusan peraermian daerah car.

organisasi;
c. Rincian APBD menurut urusan pemerintaii aaerah, organise^:.!

fungsi, program, kegiatan, kelompok, jams, obyek. rincian obveK
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. Rekapitulasi belanja menurut urusan iremermtahan daer> i
organisasi, program dan kegiatan;

e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keseiarasan dan keterpadv;,an
urusan pemerintahan daerah dan tungsi aaiam keraneh?.
pengelolaan keuangan Negara;

f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan Der jabatan;
g. Daftar piutang daerah;
h. Daftar penyertaan modal (investasi) daeran;
i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset leraD

daerah;
j. Daftar perkiraaan penambahan dan pengurangan asset lain-iaii •;
k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan Kembaii dalam tan.in
anggaran ini;

1. Daftar dana cadangan daerah; dan
m. Daftar pinjaman daerah.
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(6) Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimaiia
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-iambamya 15 fiirna
belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan aimaksud.

(7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana ciimaksud pada ayat j
belum disahkan oleh Gubemur, Rancangan Peraturan Daeraa
tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.

Pasal 65

Pelampauan batas tertinggi dari jumlah peneeiuaran sebagaima:: ,3
ditetapkan dalam pasal 64 ayat (1), hanya aioerkenankan apac ia
ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tuniangaii
pegawai negeri sipil serta penyediaan ciaria pendamping air -
program dan kegiatan yang ditetapkan daiam Peraturan perunaar c
undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Peraturan Walikota tentang Penjabaran RAPBD

Pasal 66

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang teiah disetur ii
bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentariK
penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat j
(tiga) hari keija disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaicsud pada ayat ; .
disertai dengan: ^
a. Persetujuan bersama antara Pemerintan Daeraii dan DPrcC

terhadap rancangan Peraturan Daerah teniang APBD;
b. KUA dan PPA yang disepakati antara i5apati dan Pimpin.? :'

DPRD;
c. Risalah sidang jalannya pembahasan lerhadap Rancansar,

Peraturan Daerah tentang APBD; dan
d. Nota keuangan dan pidato Bupati nerihai penyampa. ^ "

pengantar nota keuangan pada sidang DPR D.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ii) bertujuan uni, ;;

tercapainya keserasian antara kebijakan aaerah dan kebiiaKi.i.
nasional, keserasian antara kepentingan pLUjiik dan kepentingax.
aparatur serta untuk meneUti sejauii aiana APBD tiai r,
bertentangan dengan kepentingan umum. oeraturan yang ier)i!
tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya.

(4) Untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud paxiti
ayat (1), Gubernur dapat mengundang TAPD.
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(5) Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daeran tentang APBD d;iin
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjaDaran APBD ditetapKan
dengan Keputusan Gubemur.

(5) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati selambat
lambatnya 15 (lima belas) hari terhitune selak diterimanvc
rancangan dimaksud.

(^) Apabila Gubernur tidak memberikan hasii evaiuasi dalam waktu ir:
(lima belas) hari sejak rancangan diterima. maka Bupati daDat
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah lentang APBD menuic!:;
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancaiisan Peraturan Bupar.
tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan ijaerah tentang APBE'
dan Rancangan Peraturan Bupati teniana Dcniabaran APBD
menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran aPBD.

(8) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentaiis
penjabaran APBD sudah sesuai dengan KeDentinean umum car
Peraturan Perundang-Undangan yang Tinggi, 3uo>'ic
menetapkan rancangan dimaksud meryaa] Peraturan Daerah nsn
Peraturan Bupati.

(9) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaiuasi Kancangan Peratu:
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati lentart:
penjabaran APBD bertentangan dengan iceTjentingan umum aan
Peraturan Perundang-Undangan 3^ang lebih Tinggi, Bupati bersarr, !
DPRD melakukan penyempumaan selamDaaamoamya 7 (tuian!
hari terhitung sejak diterimanya hasil evaiuasi.

(10) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oien Waiikota dan DPFD
dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentan:?:
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabamn APBD
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Buoati. Gubernur daijar
membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Buoati dimaksiiCL
sekaHgus menyatakan berlakunya pagu APBD rahun sebelumnva.

(11) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati as.a
pemyataan berlakunya pa^ APBD tahun seoeiumnva sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur,

Pasal67

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kenutusan pembataiari
sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (101. Bupati haius
men^entikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan seianjutnvr.
DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagcumana dimaksud daiam nasai
66 ayat (10) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentana
Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.
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(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APED tahun sebeiumnva
sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (10) ditetapkan dengari
Peraturan Bupati.

Pasal 68

Gubemur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas;
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangai::
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalcirf:
Negeri.

Pasal 69

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana aimaksud daiam pasa_.
66 ayat (9) dilakukan Bupati bersama aenaan oadan anegaii-L
DPRD.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana terse out pada ayat
ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat r2 i
dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat i J i
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4! ,
yakni setelah sidang paripurna pengambiian keputusan bersariia
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

(6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dmiaksud pada ayat )ii
disampaikan kepada Gubernur, paling iambat 3 (tiga) hari ker a
setelah keputusan tersebut ditetapkan.

(7) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetan, maka pejabat yanc
ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat vans berwenang seiaijj.
pimpinan sementara DPRD yang menanaaiangani keputussrv
pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Daerah tentang o-FBD dan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran aFBD

Pasal 70

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang ArBD dan Rancanefii;
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD /ana teiah dievaiuf.si
ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan C^aeran tentang aPBD
dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD rail
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD seoagaimana dmiaKs i (i
pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya ranggai 31 Desember
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(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maKa oeiaoat yang aimm h
dan ditetapkan oleh Penjabat/Pelaksana lugas Bupati yariG
menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupa l
tentang penjabaran APBD.

(4) Bupati menyampaikan Peraturan Daeran lentang APBD daa
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja seieian ditetapkan.

PasalTl

Ketentuan mengenai kedudukan keuangan Bupati dan WakiL Bupar
diatur dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 72

Ketentuan mengenai kedudukan keuangan DPRD akan dia i ]
dalam Peraturan tersendiri.

BABVn

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 73

(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran aaerah dalam raneic"
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikeioia daiam APBD.

(2) Setiap SKPD yang memptmyai tugas -emuneut dan/a ;
menerima pendapatan daerah wajib meiaKsanaiian pemunguian
dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditentuKian
dalam Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiavai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundans
Undangan,

(4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam aPBD merupakan ba:?\:;
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

(5) SKPD dilarang melakukan pengeluaran aias beban anggaian
belanja daerah imtuk tujuan yang tidak lersedia anggaranm a,
dan/atau yang tidak cukup tersedia an^arannya daiam APBD.

(6) Pengeluaran sebagaimana pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam
keadaan darurat/mendesak yang selaniutnya diusulkan aaiair-
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam lapoitai
realisasi anggaran.

(7) Kriteria keadaan darurat/mendesak sebagaimana dimaksud daiiJi:
ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
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(8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetaDkan dalam APBD.

(9) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana diniaivsud pada ayat s r .
hams didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, eilsien
dan sesusd dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan imggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 74

(1) PPKD paling larnbat 3 (tiga) hari keija seieian APBD ditetapK;?:
memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun ci.3 :
menyampaikan rancangan DPASKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaKsud pada ayat
merinci sasaran yang hendak dicapai, funesi. program, kegiaiLu-
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dar
penjadualan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja sei-s
pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DP\-SKPD yang teii:'
disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 senami hari kerja seteiar
pemberit^uan sebagaimana dimaksud pada avat (Ij disampaikar;

Pasal 75

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama-saiiic,
dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.

(2) Veri^asi atas rancangan DPA-SKPD sebagai mana dimaksud pacia
ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (Uma Deiasi hari kerja, sei?!«
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang peniaoaran APBD.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana aiinatisua pada ayat _
PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan
Sekretaris Daerah.

(4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada a^ a:
(3) disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan dan
kepala satuein kerja pengawasan daerah. seiambat-lambatnya
(tujuh) hari keija sejak tanggal disahkan.

(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat \3\ digunakan sebaaa::
dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD seiaku penggur-n
anggaran/pengguna barang.

Pasal 76

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusi;ri
rancangan anggaran kas SKPD.
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(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ay? t
(1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dene sn
rancangan DPA-SKPD.

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas -KPD dilaksanai--
bersamaan dengan pembahasan DPASKPD.

Pasal 77

(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah gu 'ia
mengatur ketersediaan dana yang cukUp untuk mendan^a;
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rsnccLQS. pGnoxiicBJi.
yang tercantum dalam DPASKPD yang teiah disahkaii.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) memtia!
perkiraan arus kas masuk yang bersumber aari penerimaan dira
perkiraan arus kas keluar yang digunaKan guna mendaiia;.
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerar
ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 78

(1) Semua penerimaan daerah dilakukan meiaiui rekening kas umiiir
daerah.

(2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seturiin penerimaannya .
rekening kas umum daerah selambatlaniDamya dalam waktu ..
(satu) hari kerja.

(3) Setiap penerimaan hams didukung oleh bvhu yang lengkap
sah atas setoran dimaksud.

Pasal 79

(1) SKPD dilarang melakukan pimgutan seiain aari yang ditetapjsan
dalam Peraturan Daerah.

(2) SKPD yang mempunyai tugas memungivc dan/atau menernrir.
dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaaan daerah waiil)
mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 80

(1) Penerimaan SKPD yang merupakan pendapaian daerah tidak dapat
dipergunakan langsung untuk pengeluaran,

(2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama cai]
dalam bentuk apapun yang dapat dinilai derrgan uang, baik seca
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langsung sebagai akibat dari penjualan, -UKar-menukar, hibc-a:i.
asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termastiK
penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibar
penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasLi
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan iainnya merupaio-"
pendapatan daerah.

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana ciiiiiaKsua pada ayar.
apabila berbentuk uang hams segera disetor Ke kas umum daerar.
dan berbentuk barang menjadi milik/asset aaerah yang dicaTar.
sebagai investasi daerah.

Pasal 81

(1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retnbusi, pengembaiian
tuntutan gaati rugi dan sejenisnya dilakukan dengar.
membebankan pada rekening penerimaa:i vang bersangkuTrtr
untuk pengembalian penerimaan yang tenacfi daiam tahun yar j;:
sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang tetiadi par-^
tahun-tahun sebelumnya dibebankan paaa rekening belanja Tio?H
terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat iJ;
hams didukung dengan bukti yang lengkap dan sah,

Pasal 82

(1) Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-iain pendapatan
daerah yang sah dilaksanakan melalui rekenmg kas umum daerran
dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

(2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan Anggaran Pendaparari
Daerah diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja i>-aerah

Pasal 83

(1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh j ri vang lengkar- :
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak \ .uig menagih.

(2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada sivai li) harus menaaoa;
pengesahan oleh pejabat yang berwenang aan oerianggung jav ; i
atas kebenaran material yang timbul cian penggunaan
dimaksud.

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan be ban aPBD tidak
dilakukan sebelum rancangan peraturan naerah tentang AP'-I'
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran aaeran.
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(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksua oaaa avat (3) riGfii<
termasuk belanja yang bersifat mengikat aai i oeiania yang bersj
wajib yang ditetapkan dalam Peraturan BupatJ.

Pasal 84

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosiai dan bantuan keuanear
kepada individu/kelompok dapat dilaksanatcan oieh Bupati, ativ
pejabat lainnya yang diberikan kewenangan oieh Bupati.

(2) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosiai dan bantuan keuang?.r
yang memiliki nilai lebih dari Rp. 100,000.000.- [seratiis
rupidh), harus melalui persetujuan DPRD.

(3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosiai, can bantuan keuangcin
bertanggung jawab atas penggunaan uang/oarang dan jasa yany
diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaon!;
penggunaan kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD dengari
melampirkan bukti-bukti pendukungnya.

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungiawaoan subsidi, hibsii.
bantuan sosiai, dan bantuan keuangan seoagaimana dimaksLC
pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bunati.

Pasal 85

(1) Pengeluaran anggaran belanja tidak terauga yang dianggarkan
dalam APBD digunakan untuk mendanai kegiatan tanggap darurac.
penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosiai, termasut:
pengembaHan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tan. -i
sebelumnya yang telah ditutup serta pengeluaran tidak leraiiga
lainnya yang bersifat mendesak.

(2) Dasar pengeluaran anggaran tidak terauea ditetapkan dens; r;
keputusan Bupati dan diberitahukan kepaaa DPRD paling lam?
(satu) bulan terhitung sejak keputusan dimai .j ud ditetapkan,

(3) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat seoagaimana dimaksijc:
pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan vang diusulkan
instansi/lembaga berkenaan setelah memDertmibangkan ei'isiensi
dan efektifitas serta menghin dari adanva tumpang tinaiii
pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yane telah di dancd ;:; r:
anggaran pendapatan dan belanja daerah

(4) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darn :rr
bertanggungjawab atas penggunaan dana rersebut dan -xrn.b
menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasa i".
langsung dan Bupati.

(5) Khusus pengeluaran tidak terduga lainnya yang bersifat mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati setelah dikoordinasikan dengan Pimpman DPRD.
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(6) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban beianja tidak terdiisa
untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

(1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankaii aaiam APBD.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasiirr

kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yauig
obyektif dengan memperhatikan kemampuaii Keuangan daerah ciar
memperoleh persetujuan DPRD sesuai d'enean Ketentuan Peramr^ir
Perundang-Undangan.

Pasal 87

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungLir Pajak Penghasiii r
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorKan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke reicemng Kas Negara oa : -
bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan oleh Bupan
sebagai bank persepsi atau pos giro daiam langka waktu sesii r
ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 88

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan
SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan penerbitan SP2D oleh BUD.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran seoagainaana dimaksuci
pada ayat (2), BUD berkewajiban untuk:
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oieii

pengguna anggaran;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas APBD
tercantum dalam perintah pembayaran:

c. Menguji ketersediaan dana yang ^rsangKutan;
d. Memerintahkan pencairan dana sebaeai dasar pengeluarati

daerah; dan
e. Menolak pencairan dana, apabila perintan pembayaran vansz

diterbitkan oleh pengguna anggaian tidak memeni].ai
persyaratan yang ditetapkan.
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Pasal 89

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan seDemm barang dan/aiaii
jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundane-
undangan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. keoada penggi:i"==i
an^aran/kuasa pengguna anggaran dai-jat diberikan -aan;?
persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeiuaran.

(3) Bendahara pengeiuaran melaksanakan pern Dayaran dan uaiis
persediaan yang dikelolanya setelah;
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran vang diterbitkan oien

pengguna anggaran/kuasa pengguna ansgaran:
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang lercantum daiaiii

perint^ pembayaran; dan
c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkuian.

(4) Bendahara pengeiuaran wajib menolak rerintah bayar aan
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabiia persyaratan
sebagedmana ditnaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara pengeiuaran bertanggung jawab aias pembayaran yane
dHaksanakannya.

(6) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggung jav/ac
atas perintah pembayaran yang diterbitkannva.

Pasal 90

Bupati dapat memberikan izin pembuka^an rekening bendah;^' :-
pengeiuaran untuk keperluan pelaksanaan pengeiuaran
lingkungan SKPD.

Pasal 91

Setelah tahun anggaran berakhir, kepaia aK.PD selaku penggiv -
anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tail ai:
anggaran berkenaan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daeraii

Pasal 92

(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah diiaicukan oieh PPKD.
(2) Semua penerimaan dan pengeiuaran pembiayaan daerah diiakukan

melalui rekening kas umum daerah.
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Pasal 93

Sisa Lebih Perhitungari Anggaran (SILPA.) tahun sebeiumn7a
merupakan penerimaan pembiayaan yang ai^unakan untuk;
a. Menutupi defisit anggaran apabila reaiisasi pendapatan ierjin

kecil daripada realisasi belanja;
b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban beiania

langsung;
c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahua

anggaran belum diselesaikan.

Pasal 94

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud daiam pasiai
93 huruf (b) didasarkan pada DPA-SKPD vang telah disahka:n
kembaH oleh PPKD menjadi DPA Lanj\iian SKPD (DPAL-SKFO'
tahun anggaran berikutn3^a.

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPALSKPE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepaia SKPD menyampaikir;
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiataii lisik dan non lisiw
maupun keuangan kepada PPKD paling larnoat pertengahan bubir
Desember tahun anggaran berjalan.

(3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DP/iL SKPD dapat disanK, r
setelah terlebih dahulu dUakukan pengujian ternaaap:
a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau beiurn

diterbitkan SP2D atas kegiatein yang bersansKutan;
b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP SPM atau SP2D: atau
c. SP2D yang belum diuangkan.

(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada
(1) dapat dijadikan sebagai dasar peiaKsanaan penyeiesaiaar
pekeijaan dan penyelesaian pembayaran.

(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenum
kriteria:

a. Pekerjaan yang telah ada ikatan peijanjian kontrak pada tahan
anggaran berkenaan; dan

b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukar
karena kelalaiaan pengguna anggaran/ tarang atau reKan,.;i.ri
namun karena akibat dari force majeur.

Pasal 95

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekenina ^ersendiri atas na'Tf
dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikeioia oieh BUD.

(2) Pemindahbukuan dari rekening dana cacianQan ke rekenine •
umum daerah dUakukan berdasarkan raiicana peiaKsant. yi i
kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapKaii
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berdasarkan peraturan daerah tentang pemDentukan daji s
cadangan yang berkenaan mencukupi.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pa aa avat iTi paling tiricr i
sejumlah pagu dana cadangan yang aKaii disunakan arr ! :
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkena.iii
sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraciiran daerah teni&ns
pembentukan dana cadangan.

(4) Pemindahbukuan dari rekening dana caaansian ke rekening KcvS
umum daerah sebagaimana dimaksud pacia ay at (1) dilakuKfin
dengan surat perintah pemindahbukuan oien £ UD.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana aimaksud daiexQ
ayat (2) telah selesai dilaksanakan dan target Idnerjanya teian
tercapai, maka dana cadangan yang masin rersisa Dada rekeni q
dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening ^as umum daerart.

Pasal 96

(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatKan nada rekening da -«
cadangan belum digunakan sesuai dengan r;eruntukannya, aana
tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan ha S'
tetap dengan risiko rendah.

(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening aana cadangan -
penempatan dalam portofolio sebagaimana iimaKsud pada av pi.
(1) menambah jumlah dana cadangan.

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat i"i; meiiputi:
a. Deposito;
b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
d. Surat Utang Negara (SUN); dan
e. Surat berharga larnnya yang dijamin pemerintaii.

(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan Kegiatan yang dibiav j:
dari dana cadangan diperlakukan sama iicnean penatausaJia.
pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 97

(1) Penjualan kekayaan mUik daerah yang dipisanjcan auakukan sestia;;
dengan ketentuan Perundang-Undangan.

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daeraii
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aidasarkan pada buRti
penerimaan yang sah.

Pasal 98

(1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumiah piniaman
yang ditetapkan dalam peijanjian pinjaman berkenaan.
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(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan
dalam m'lai rupiah.

(3) Selisih kurs yang timbul dari transaksi penerimaan dari
pelunasan/pembayaran pinjaman dibukukan menguranei/
menambah ekuitas dana.

Pasal 99

Penerimaan kembali pemberian pinjaman aaerah didasarkan pacia
peijanjian pem.berian pinjaman daeraii sebeiumnya, uni.K
kesesuaian pengembalian pokok pinjaman da.n kewaiiban iainnva
yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 100

(1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihi.;,.. oembeniu. .
dana cadangan dalam tahun anggaran bersrtivr^Kiitan sesuai den; .
jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daeran.

(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daeran yang disisihkan yaiis
ditransfer dari rekening kas umum daeran ke rekening aan?
cadangan dUakukan dengan surat perintan r/emindahbukuan oier
BUD/Kuasa BUD.

Pasal 101

Penyertaan modal Pemerintah Daer^ dapat aiiaksanakan aDaDii?.
jumlah yang akan disertakan dalam taiiun anggaran berKenaar.
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan mor i
daerah berkenaan.

Pasal 102

Pembayaran pokok utang didasarkan paaa jumlah yang haras
dibayarkan sesuai dengan peijanjian pinjaman dan peiaksanaanriva
merupakan prioritas utama dari selurun kewaiiban pemerinrar;
daer^, yang harus diselesaikan dalam - nun anggaran :
berkenaan!

Pasal 103

Pemberian pinjaman daerah kepada pihaK lain berdasarKan
Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD.
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Pasal 104

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan mocai
Pemerintah Daerah, pembayaran pokok uiang dan pembenax!
pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM vane diterbitkan oie n
PPKD.

Pasal 105

Dalatn rangka pelaksanaan pengeluaran pernDiayaan, BUD/kuasa
BUD berkewajiban untuk;
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran / pemindahbukua.n

yang diterbitkan oleh PPKD;
b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan vans

tercantum dalam perintah pembayaran;
c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. Menolkk pencairan dana, apabila perintah pembayaran aias

pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

BAB vni

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD

DAN PERUBAHAN APED

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 106

(1) Kepala SKPD menyusun laporan reaiisasi semester pertait?
anggaran pendapatan dan belanja SKPD seoagai hasii pelaksanaar.
anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada a vat i i ) disertai denear;
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat i2':. disiapkan oieh PFi:
SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran unr .a:
ditetapkan sebagai laporan realisasi semesier pertama anggajan
pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enaaii
bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) han Kerja setelah semes
pertama tahun anggaran berkenaan berakhu.

(4) Pejabat pengguna anggaran menyampaii<an laDoran realisasi
semester pertama anggaran pendapatan aan oelanja SKPD 3er:a
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya seoagaimana dimaksiia
pada ayat, (3), kepada PPKD sebagai dasar Denyusunan iaporaxi
realisasi semester pertama APBD.
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Pasal 107

PPKD menyusun laporan realisasi semester Denama APBD densj n
cara mengkonsolidasikan seluruh laporan reaiisasi semes cer
pertama anggaran pendapatan dan beiama 3KPD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) paling lambat minggu kedua
bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan aisampaikan kepacia
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangsji
daerah.

Pasal 108

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk d
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksua aaiam pasal 1;J'
disampaikan kepada Bupati paling lambat mmsgu ketiga buian Jiia
tahun anggaran berkenaan untuk ditetariKan seoagai laporcin
realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 ienair;!
bulan berikutnya.

Pasal 109

Laporan realisasi semester pertama APBD c'an prognosis untuK ;
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaitsud daiam pasal 138
disampaikan kepada DPRD paling lambat axnir buian Juli tahu i
an^aran berkenaan.

Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pasal 110

(1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan aan/atau perubahan
keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Demerintah daerah daiPi M
rangka penyusunan prakiraan perubanan atas APBD tan!) '
anggaran yang bersangkutan, apabila terjaai:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijak;-i:n

umUm APBD;
b. keadaan yang menyebabkan hams aiiakukan pergesercm

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan. dan antar leiMs
belanja;

c. keadaan yang menyebabkan adanya keleDihan saldo anggara?.
lebih tahun sebelumnya dan yang sudah dicantumkan t/ac -3
APBD hams digunakan untuk tahun berialan;

d. keadaan darurat dan/atau mendesak; serxa
e. keadaan luar biasa.
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(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 ksatui kaii daiam i s'sar
tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar oiasa

Pasal 111

(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan vang tidak sesiin!
dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksiia aaiam oasal ilO avac
(1) huruf (a) dapat berupa teijadinya peicunpauan atau
tercapainya proyeksi pendapatan daerah, :?uoivasi oeianja daera:,.
sumber dan penggunaan pembiayaan vane semuia ditetaDK/i::;
dalam KUA.

(2) Bupati memformulasikan hal-hal yang menGaicibatKan tenadir; :
perubahan APBD sebagaimana dimaksud aaiam pasal 110 ayat ;
huruf (a) ke dalam rancangan kebijakan umum rserubahan APE:D
serta PPAS perubahan APBD.

(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubanan aPBD dan PR'\3
perubahan APBD sebagaimana dimaksud oaaa ayatil) disaiikar:
secara lengkap penjelasan mengenai:
a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapican sebelumnya;
b. program dan kegiatan yang dapat dmsuikan untuk dapai

ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan
sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berialan;

c. capaian target kinerja program dan kvesiatan yang harus
dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tida,.:
tercapai; dan

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang hariis
ditingkatkan dalam perubahan APBD anabiia meiamDaul asmrt:-.!
KUA. ' "

(4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS
perubahan APBD sebagaimana dimaicsua pada ayat
disampaikan kepada DPRD paling lambai; Trimggu pertama buian
Agustus dalam tahun anggaran beijalan.

(5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PP iS
perubahan APBD sebagaimana dimaksud Dada a;^/at (4), setalan
dibahas selanjutnya disepakati meniaai kebiiakan umum
periibahan APBD serta PPA perubahan APBD naimg iambat mmggu
kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daer:-. i
tentang perubahan APBD diperkirakan paaa Ri.nir buian Sentemi t r
tahym anggaran berjalan, agar dihindari aaanya penganggaran
kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daera n
tentang perubahan APBD, kecuali diyakini Kegiatan pembangunan
fisik tersebut dapat diselesaikan sampai aengan akhir tahun
berjalan.

(7) Apabila penyampaian rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD
lebih cepatdarijadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupau
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tetap hartis melainpirkan laporan realisasi aPBD sampai denaan
bulan berkenaan dan prognosis sampai aengan akhir taniitu
an^aran.

Pasal 112

Kebijakan Umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBEt
yang telah disepakati sebagaimeina dimaksud aaiam pasal 111 ayai:
(5), masing-masing dituangkan ke dalam noia kesepakatan yang
ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 113

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana aimaksud daiam pass !
112, PPKD menyiapkan rancangan surat eoai-an Bupati perm;.;
pedoman penyusunan RKASKPD yang memuat program ctui
kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD vang dapat diubcir:
untuk dianggarkan dalam perubahan APBD oebagai acuan dpp:;
kepala SKPD,

(2) Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana ciimaicsud pada avr-;
(1) mencakup :
a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan lintuk program oa.

dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada seriao
SKPD berikut rencana pendapatan dan pemoiayaan;
sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program
nasional dan antar program SKPD lengan Kinena SKI-
berkenaan sesuai dengan standar peiavanan minimal ya : r
ditetapkan;
batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPASKPD yavi;;
telah diubah kepada PPKD;

d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan nerhatian dari SKF"")
terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan eiisiensi, efektiiltf;
transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran daiani
rangka pencapaian prestasi kerja; dan

e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebiiakan umum perubanari
APBD, PPA, perubahan APBD, kode rekenine aPBD, format RIC-
SKPD dan/atau DPPASKPD, standar anaiisa oeiania dan stanaar
harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/ataU knteria DPASKPD yaiiq
dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oieri
Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran
berjalan.

b.

c.
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Pasal 114

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagamana dimaksud dala:m
pasal 113 ayat (1) berlaku ketentuan daiam pasal 50, pasal 51
pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasai 56.

Pasal 115

(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud daiam pasai :
ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pensurangan cap^an taraei;
kineija program dan kegiatandari yang teial-i aitetapi<an semuia.

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target idnena program cua li
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformuiasiKaii
daiam format dokumen pelaksanaan perubanan angsaran SKpt)
(DPPA-SKPD).

(3) Daiam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kineria.
kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, beianja serta
pembiayaan baik sebelum dilakukan perubaiian maupun seteiali
perubahan.

Pasal 116

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, _
antar jenis belanja sebagaimana dimaksud daiam pasal 110 ayat ii
huruf (b) serta pergeseran antar obyek beiama daiam jenis beia :
dan antar rincian obyek belanja diformulasikan daiam DPPA-SKPD.

(2) Pergeseran antar rincian obyek belania aaiam obyek belarn?
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan P?KD.

(3) Pergeseran antar obyek belanja daiam lems beianja berkenaar
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daeran

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud aada ayat (2) dan c¥ a
(3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tenrpi-c
penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan. untuk seianiutt:
dianggarkan daiam rancangan peraturan aaeran tentang Derubai.?; r
APBD.

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi. antar kegiatan.
antar jenis belanja dapat dilakukan aensan cara meruD
Peraturan Daerah tentang APBD.

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik nerupa penambariar
dan/atau pengurangan akibat pergeseran se!)agaimana dimaKsiic
pada ayat (1) harus dijelaskan daiam koiom Keterangan Peratur -r
Bupati tentang penjabaran perubahan APBD

(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksuQ a;y'at (2) dan ayat ;J
diatur daiam Peraturan Bupati.

53

an



Pasal 117

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya iTierupakan sisa "se! :
perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahui; anggaran berja'jf^
sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 aya;; (i) huruf (c) dapac
berupa:
a. membayar bunga dan pokok utang dan/aiau obligasi daereii

yang melampaui anggaran yang tersedia niendahuiui pembahaii
APBD;

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokoic utang;
c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adan- n

kebijakan pemerintah;
d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan Keientuan pasal 94:
e. mendanai program dan kegiatan baru aengan criteria hari^is

diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanva
ditingkatkan dan yang telah ditetapkan semuia daiam DPA-SKF Vj
tahun anggaran yang dapat diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjaian,

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), hurui
(b), huruf (c), dan huruf (f), diformulasikan leriebih dahulu dalam.
DPPA-SKPD.

(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuiK
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksua pada ayat (2) hun;!
(d) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-3KPD.

(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya uniux
mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksua pada ayat (2) huriiT
(e) diformulasikan terlebih dahulu dalam RI<A-SKPD

Pasal 118

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat ^ )
huruf (d) sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. kegiatan pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksikan

sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendaU dan pengaruh pemermrah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signijBkan terhaaap anggaran dalaixi

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daeran danat meiakuli;iri.

pengeluaran yang belum tersedia anggarannva yang seianmtn ^
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
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(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dim^sud pada ayat (2) dapat menggunakan beiariia
tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak menci.i Kupi dapat dilalcuk. ^
dengan cara:
a. men^unakan dana dan hasil penjadwaian aiang capaian tars

kineija program dan kegiatan lainnya aaiam tahun anggarc i
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat i2) termasuk beianui

untuk keperluan mendesak yang kritena,n\ a diterapkan aaic,;:;:!
peraturan daerah tentang APBD.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak seDaaaimana dimaksi ;
pada ayat (5) sekurang-kurangnya mencakuo:
a. program dan kegiatan pelayanan aasar iriasyarakai yaii ?

anggarannya belum tersedia dalam tanun anggaran berjalari;
dan

b. apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian yang lebih besai
bagi pemerintah daerah dan/atau masyaraicat.

(7) Penjadwaian ulang capaian target kinena rjiogram dan kegiaTaTi
lainnya dalam tahun anggaran beijalan senagaimana dimaks;, i
pada ayat (4) huruf (a) diformulasikan terieDili lahuiu dalam DPP ^
SKPD.

(8) Pendanaan keadaan mendesak untuk xegiaian sebagaimeuia
dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terieDih dahuiu dalam
SKPD.

(9) Dalam hal keadaan darurat teijadi seieiah ditetapkannva
perubahan APBD, Pemerintah Daeraji dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sepanjang kas
tersedia dan dana tidak terduga tidak cukud tersedia unmic
membiayai keperluan mendesak tersebut.

(10) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat i9) disampaii-can
dalam laporan reaUsasi anggaran.

(11) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiataii sebagaimana dimaksno.
pada ayat (9) diformulasikan terlebih danuiu daiam RKA-SKl- D
untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oieh PPKD seteuai
memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

(12) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai iceeiatan aaiam keaaatin
darurat/mendesak sebagaimana dimaksud t^aaa ayat (2) dan - r
(5) terlebih dahuiu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(13) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keaaaaa darurat/mendesa i
sebagaimana dimaksud pada ayat

(14) dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentaiis
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
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Pasal 119

(1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud oaiani pasal liO ayai
(1) huruf (e) merupakan keadaan yang menyebabkan esumbbi
penerimaan dan/atau pengeluaran daiani APBD mengalaim
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseru.

(2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud patia
ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara
pendapatan dan belanja dalam APBD.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan ceadaan luar bia,Ea
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) acantumkan daiam
rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawabaa
Pelaksanaan APBD.

Pasal 120

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang tnenvebabkan estimf -1
penerimaan dalam APBD mengalami peningKatan iebih dari 50' o
(lima puluh persen) sebagaimana dimaksU'a fjalani nasal 119 3: i
(1), dapat dilakukan penambahan kegiacan Daru dan/aG.i-i
penjadwalan ulang/peningkatan capaian taj^set Kineria program aar<
kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

(2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana aimaksud pada ayat
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKASKIPD.

(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian targer xmena program cian
kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat il) aiformuiasiKrui
terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana aimaksud pada ayat : .M
dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangLin
peraturan daerah tentang perubahan kedua aPBD.

Pasal 121

(1) Dalam hal kejadian luar biasa yang nienyebaDkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dan 50%
(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud ciaiam pasal 119 ayat
(1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam taliuii
anggaran berjalan.

(2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimaaa
dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke daiam DPPA-SKPD.
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(3) DPPA-SKPD sebagaiinana dimaksud pada ayat (2) digunakaji
sebagai dasar penyusunan Rancangan Perattiran Daerah tentai3,a
perubahan kedua APBD.

Bagian Ketiga
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 122

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiaian baru dan DPP.^-
SKPD yang akan dianggarkan dalam perubanan APBD yang teiari
disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD imtuk dibahas iebib
lanjut oleh TAPD.

(2) Pembahasein oleh TAPD dilakukan untuk meneiaah kesesuaiBii
antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaiinana dimaksud paca
ayat (1) dengan kebijakan umum perubaiiati APBD serta PFA
perubahan APBD, prakiraan maju yang lelan direncanakan ataa
yang telah disetujui dan dokumen perencanaan iairmya serta
capaian kineija indikator kineija standar anaiisis belanja, stanaar
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yaiia
memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan daiam
perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakuk£iii
penyempurnaan.

Pasal 123

(1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-
SKPD yang akan dianggarkan dalam perubanan APBD yang teiaa
disempumakan oleh SKPD, disampaikan Kepada PPKD uniiiK
dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiaian baru dan DPPA-
SKPD yang akan dianggarkan dalam peruoaiian APBD yang teian
dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD dan Rancan&an Peraturan Bupaa
tentang penjabaran perubahan APBD oleh P - A

Bagian Keempat
Peiietapaii Perubahan APBD

Pasal 124

Rancangan Peraturan Daerah tentang pefuoahan APBD aan
Peraturan Bupati tentang penjabaran peruDahan APBD yang
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disusun oleh PPKD memuat pendapatan, beiania aan pembiayasij.
yang mengalami perubahan dan yang tidak mengaiami perubahan.

Pasal 125

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APEI'
sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 cerairi daxi Rancangan
PeraturanDaerah tentangperub^an APBD beserta iampirannya.

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah seixagaimana dimaksuc
pada ayat (1) terdiri dari:
a. ringkasan perubahan APBD;
b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintaheri

daerah dan organisasi;
c. rincian perubahan APBD menurut urusan oemerintahan daeraii,

organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahao

daerah, organisasi, fungsi, program dan kegiatan;
e. rekapitulasi perubahan belanja daerah uiituK keseiarasan aan

keterpaduan urusan pemerintahan daeran dan fungsi dala^ia
kerangka pengelolaan keuangan Negara;

f. daftar perubahan jumlah pegawai per goiongan dan per jabatan:
g. daftar pinjaman daerah.

Pasal 126

(1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjaoaran perubahan APE.Ij
sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 tierciiri dari Rancangari
Peraturan Bupati tentang penjabaran peruDanan APBD besert i
Iampirannya.

(2) Lampiran Rancangan Peraturan Bupati seoagaimana dimaksuci
pada ayat (1) terdiri dari:
a. ringkasan penjabaran perubahan anggaraii pendapatan daera.-^

belanja daer^ dan pembiayaan daerah; cian
b. penjabaran perubahan APBD menurut irganisasi, prograri

kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyeK pendapatan.
belanja dan pembiayaan.

Pasal 127

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang te'kui
disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APED
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebeium disampaikan oieii
Bupati kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

(3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APED
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersiikt memberikan informasi
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mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat
dalam pelaksanaan perubahan APBD sebagaunana APBD tahun
anggaran yang direncanakan.

(4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Bagian
Keuangan.

Pasal 128

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturaji Daerah tenta]i.;i
perubahan APBD beserta lampirannya kepaaa DPRD paling lam Da i
minggu kedua bulan September t^un ans^garan benalan uni j
mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah seimgaimaha dimak? i
pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan oembahan APBD.

(3) DPRD menetapkan agenda pemhahasan v-ncanean Peratui
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat i i!.

(4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daeran berpedoman paaa
kebijakan umiim perubahan APBD serta PPA i^erubahan APBD yana
telah disepakati antara Bupati dan Pimpinan uPRD.

(5) Pengambilan keputusan DPRD untuk aienyetujui Rancangtui
Peratur^ Daerah tentang perubahan APBD se oagaimana dimaksiia
pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan seoeium tahun anggaigai
yang bersangkutan berakhir.

Pasal 129

(1) Tata cara evaluasi dan penetapan Rancaiigan Peraturan Daeran
tentang perubahan APBD Kabupaten Haimahera Tengah dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APED
Kabupaten Haimahera Tengah menjadi Peraturan Daerah aaii
Peraturan Bupati berlaku ketentuan pasal 66 ayat iIk ayat (2), aver
(3), dan ayat (4).

(2) Dalam hal Gubemur menyatakan hasil cvaiuasi Rancaneaii
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan BuDarj
tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umiim
dan peraturan perundang - undangan yang iebih tinggi, Bunaxi
bersama DPRD melakukan penyempumaan paling iama 7 (tujuni
hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oien Bupati dan DPRE..
dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD dan Rancangan Peratuicin Bupati tentang
penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati Gubernur membatalkan Peraturan Daerah can
Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan ddaK
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diperkenankan melakukan perubahan APED dan tetap beriai-ia
APBD tahiin anggar^ beijalan.

(4) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peramran Bupati sena
pernyataan berlakunya APBD tahun benalan sebagaimana
dim^sud pada ayat (3) ditetapkan dengan Kepumsan Gubernur.

Pasal 130

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah peniDataian sebagaimajia
dimaksud dalam pasal 129 ayat (4), Bupati harus memberhentikan
pelaksanaan Peraturan Daerah dan selaniumya DPRD bersama
Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksua.

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana aimaksud pada ayat •±;
dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 131

Gubemur menyampaikan hasil evaluasi ''ana dilakukan aias
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjaoaran perubahan APED
kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 132

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari keija spt?! in -oeraturan iae- '
tentang perubahan APBD ditetapkan, ::?.em!:;entanukan xepa!;,-,
semua kepala SKPD agar menyusun nncangan DPA-SKT::
terhadap program dan kegiatan yang dianggancan daiam peruban< i. i
APBD.

(2) DPA - SKPD yang mengalami perubahan aaiam lahun berjaiaTT
seluruhnya harus disalin kembali ke dalam L. okumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat J^aeran iDPPA-SKPDl

(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksua uaaa ayat (2) terhaaao
rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yana
mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran hai as
disertai dengan penjelasan latar belakang peroedaan jumiaii
anggaran baik sebelum dilakukan perubanan maupun seteian
dilakukan perubahan.

(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah libahas TAPD ian
disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan vSekretaris Daerah.

60



BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAEHAH

Bagian Kesatu
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 133

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna ansgaran, bendahara.
penerimaan/bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang
menerima atau menguasai uang/barang/keicayaan daerah wajto
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturaii
perundangundangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumexi
yang berkaitan dengan surat bukti yang mem am dasar pengeiuarr. t
atas beban APBD bertanggung jawab atas keDenaran material dtiii
akibat yang timbul dari penggunaan siirat duku dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan i>aerali

Pasal 134

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
a. pejabat yang diberiwewenang menandatangani SPD :
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggur;a

jawaban (SPJ);
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e. pengguna anggaran/pengguna barang SKPD:
f. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang SKPD;
g. bendahara penerimaan SKPD;
h. bendahara pengeluaran SKPD;
i. bendahara penerimaan pembantu SKPD ;
j. bendahara pengeluaran pembantu SKPD:
k. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan

APBD.

(2) Penetapan pejabat yang ditimjuk sebagai kuasa pengguna
an^aran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud paca
ayat (1) huruf (f) dilaksanakan sesuai dengan KeDumhan.

(3) Bendahara pengeluaran SKPD sebagaimana amiaicsua pada ayat
huruf (h) dapat lebih dari 1 (satu) orang tersantung pada besarari
SKPD, besaran jumlah uang yang dikeioia. oeban keija, lokaBi.
kompetensi dan/atau rentang kendali dan irertimoangan objei ni
lainnya.
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(4) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana ciiraaKsud aada avat
humf (k) dapat didelegasikan oleh Bupati keDaoa Keuaia SKPD.

(5) Pejabat lainnya sebagaimana dirnaksud pada a^ at i4) mencakuD:
a. PPK-SKPD yang diberi wewenang meiaksanakan fungsi ta::i

usaha keuangan pada SKPD;
b. PPTK yang diberi wewenang melaksanaKan satu atau bebera&ii

kegiatan dari suatu program sesuai dengan oidang tugasnya;
c. pejabat yang diberi wewenang menaiiaatangani surat but ji

pemungutan pendapatan daerah;
d. pejabat yang diberi wewenang rnenandatangani buKTi

penerimaan kas dan bukti penerimaan iainnva yang sah; dan
e. pembantu bendahara penerimaan aan/atau pembantj

bendahara pengeluaran.
(6) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud saaa ayat (1) dilakukaji

2 (dua) minggu setelah Peraturan Daerah tentane aPBD ditetapkan.

Pasal 135

(1) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeiuaran daiara
meleiksanakan tugas-tugas kebendaharaan -oada satuan keria
dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan
dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhcai
dengan keputusan kepala SKPD.

(2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud parui
ayat (1) meiaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen
penerimaan.

(3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimaria dimaksud pacia
ayat (1) meiaksanakan fungsi sebagai kasir pembuat dokumen
pengeluaran uang atau perigurusan gaji.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 136

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaiinana dirnaksud dajam
pasal 80 ayat (3) dilakukan dengan uang tunai:

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada avat il) ke rekening Kas
umum daerah pada bank pemerintah yang miunjuk dianggap san
setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

(3) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daeran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau

kantor pos oleh pihak ketiga; dan
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c. disetor melalui bendahara penerimaan oieh tjihak ketiga.
(4) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau sura:

berharga yang dalam penguasaannya lebih dari i (satu) hari keria
dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos kecuaii
ditentukan lain dalam peraturan perundangan.

(5) Benda berharga seperti karcis retxibusi sebagai tanda bukti
pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurui

(c) diterbitkan dan disahkan oleh PPKD atau pejabat lain yang ditun.ii:u:
oleh Bupati.

Pasal 137

(1) Bendahara penerimaan pada SKPD waiib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan nan Denyetoran at;:,
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnva,

(2) Bendahara penerimaan pada SKPD wa "
mempertanggungjawabk^ secara administiatif atas pengeiolaan
uang. yang menjadi tanggung jawabnya •!'=r:aan menyampaiic: ;
laporan pertanggungjawaban penerimaan Kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran meiaiai PPK-SKPD pajiny
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Bendahara penerimaan pada SKPD waiio
mempertanggungjawabkan secara fungsionai atas pengeiolaan uang
yang menjadi tanggung jawabnya dengan menvampaikan laporfm
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) PPKD melakukan verifikasi evaluasi dan anaiisis atas iaporsn
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana aimaksud pada av ;,i;

. (3).
(5) Mekanisme dan tata cara verifikasi svaiuasi dan anaiisis

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur daiam Peraturan
Bupati.

Pasal 138

(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan nan penyetoran atn/^
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan iaporaa
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaKsud nada ayat
melakukan verifikasi evaluasi dan anaiisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan.
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Pasal 139

(1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, iemDaga keuangan at&ii
kantor pos yang bertugas melaksanakan sebasian lueas dan funef;;
bendahara penerimaan.

(2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimat.ii
dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uaiia yang diterimanya i;e
rekeningkas uiiium daerah palinglama 1 (satui hari keija terhitune
sejak uang kas tersebut diterima.

(3) Bank, badan, lembaga keuangan atau karaor dos sebagaimai n
dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawaDican seiuruh uaiia;
kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.

(4) Tata cara penyetoran dan pertanggungja^\'aban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat i4i ditetar)kan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 140

(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menvetor seiuruh uaiig
yang dite^anya ke rekening kas umum daerah paling lama i
(satu) hari kerja terhitung sejak uang kas terse out diterima.

(2) Bendahara penerimaan pembantu mempertansgungjawabkan buK a
peneranaan dan bukti penyetoran dari seiuruh uang kas vane
diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 141

Pengisian dokumen penatausahaan :enerimaan dapat
men^unakan aplikasi komputer dan/atau eaat eiektronik lainnya,

Pasal 142

Dalam hal bendahara penerimaan berhalanaan inaKa;
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai seuiiTia-ianianya 1 (satai

bulan, bendahara penerimaan tersebut -Ji-a nb memberikan sur ; r
kuasa kepada pejabat yang dituniui^ antuk melakuka.!
penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas
tanggung jawab bendahara penerimaan vans bersangkutc.fi
dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai seiama-iamanya 3 (tisai
bulan harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dein
diadakan berita acara serah terima;

c. ^abila bendahara penerimaan sesudah 3 ^tiga i bulan beium
juga dapat melaksanakan tugas, niaka dianggap yang
bersangkutan telah mengundurkan din aiau berhenti dcin

64



jabatan sebagai bendahara penerimaan aan oieh karena itu
segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat
Penatausahaan Bendahara Pengeiuaran

Pasal 143

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD daiam rangka manajeiiiej:!
kas menerbitkan SPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (i) disiapkan oleh kuasa
BUD untuk ditandangani oleh BUD.

Pasal 144

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan Derdasarkan SPD ata i
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 145

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang aipersamakan denga^i
SPD sebeigaimana dimaksud dalam pasai 144 bendahara
pengeluaran mengajukan SPP per kegiataii kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKFD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercnxi dan;
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
d. SPP Langsung (SPP-LS).

Pasal 146

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-IJP dilakukan oien
bendahara pengeluaran untuk memperoieh persetujuan daii
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggai-aii meialui PPK-SKFD
dalam rangka pengisian uang persediaan.

(2) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksua paaa ayat (1) dilampni
dengan daftar rincian rencana penggunaan aana sampai dengan
rincian obyek belanja.

Pasal 147

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan
bendahara pengeluaran untuk memperoie:: persetujuan a,
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggarMn meiaiui PPK-SKi
dalam rangka ganti uang persediaan.
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(2) Pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) diiampiri
dengan daftar rincian penggunaan dana samaai dengan rincisn
obyek belanja, dan dokumen pertanggungjawaoan atas dana yar
sudah digunakan.

Pasal 148

Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan -PP-GU sebagaimaj
dimaksud' dalam pasal- 146 dan pasal i4 7 ditetapkan daiarn
Peraturan Bupati.

Pasal 149

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oxen
bendahara pengeluaran untuk memperoien persetujuan dan
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meiaiui PPKSKPD
dalam rangka pertanggungjawaban sisa uane perseaian, dan gann
uang persediaan yang tidak digunakan pada buian nengaiuan SPP-
GU.

Pasal 150

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU NIHIL, untuk SPP-UP-
GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuK memperoien
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggareai
meiaiui PPK-SKPD dalam rangka untuk menutup/mengakhm
permintaan pengganti uang persediaan SPP-UP/GU) y;axisi
disebabkan oleh berakhimya kegiaian aiau Derakhirnya tahuii
anggaran.

(2) Pengajuan SPP-GU NIHIL sebagaimana dimaKsud pada ayat :
diiampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan
rincian obyek belanja, dan dokumen pertangsuneiawaban atas danfi
yang sudah digunakan.

Pasal 151

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU NIHIL untuk SFr
UP/GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuK memperojen
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
meiaiui PPK-SKPD dalam rangka pertanggungjawaban belanja uaiic
persedian, dan belanja ganti uang perseaiaan untuk menumt)
mengakhiri permintaan pengganti uang perseaiaan (SPP-UP/GUi
yang disebalbk^ oleh beraMiimya kegiatan atau berakhimya tahun
anggaran.
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Pasal 152

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oien
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan daii
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaraii meiaiui PPK-SKPD
dalam rangka tambahan uang persediaan.

(2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU hams mendapat persetujuan daii
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan wakm
penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam .
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang aisetor ke rekening kas
umum daerah.

Pasal 153

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU MIHIL untuk SPP-'TLT
dilakukan oleh bendahara pengeluaraii anmic memperoieii
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa Dengguna anggarsn
melalui PPK-SKPD dalam rangka untuK :ieniuup/mengaKh s•
permintaan tambahan uang persediaan (SPP -Ui yang disebaoKtci
oleh selesainya peng-SPJ-an setiap pengajuaii oPP TU.

(2) Pengajuan SPP-TU NIHIL sebagaimana aima!':sud aada ay at
dilampiri dengan daftar rincian penggunami aana sampai aengavi
rincian obyek belanja dan dokumen pertangguneiawaban atas dang
yang sudah digunakan.

Pasal 154

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU : 'IHIL untuk SPP-TU
dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoieii
persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa loengguna anggareii
melalui PPK-SKPD dalam rangka pertanggungjawaban belania
tambah uang persedian untuk menutup ixieiigakhu-i permintaai
tambahan uang persediaan (SPP-TU) yang disebabkan oieji
selesainya peng-SPJ-an setiap pengajuan SPP-TU.

Pasal 155

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaknai la
dimaksud dalam pasal 146 ayat (1), pasal 147 ayat (1), pasal 14'3.
dan pasal 152 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaeji
pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawaDKan.
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Pasal 156

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS unmk pembayaran gaii
dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturaii
perundang-undangan dilakukan oleh bendanara pengeiuaran guna
memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran melalui PPK-SKPD.

(2) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengaaaan barang aaii
jasa untuk disampaikan kepada bendanara pengeiuaran daiarri
rangka pengajuan permintaan pembayaran.

(3) Bendahara pengeiuaran mengajukan SPP-LS sebagaimarui
dimaksud pada ayat (2) kepada pengguna anggaran seteiaii
ditandatangani oleh PPTK guna memperolen oersetuiuan pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melaiui PPK-SKPD.

Pasal 157

(1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan daoat terdiri dan
SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.

(2) SPP-LS sebagairiiana dimaksud pada ayat : Li untuk pembayafan
langsung kepada pihak ketiga berdasarkan icontrak dan/atau surat
perintah keija setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaKsud pada ayat
dilakukan untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang nilai
kontraknya tidak lebih dari Rp 10.000.000.00 fsepuluh juta rupiaii:.

(4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) uniuK
pembayaran pengeiuaran selain yang dimaksua pada ayat (2).

Pasal 158

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna inggaran meneLid
kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, 3?'^ "U. Ian SPP-LS ; n
diajukan oleh bendahara pengeiuaran.

(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebaeaunana aimaksua pa ui
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang ciiaiUKan sebagaimajiti
dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPKSKPD mengembaiikaji
dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPPTU, dan SPP-LS kepada bendaha-a
pengeiuaran untuk dilengkapi.

Pasal 159

(1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaKud daiam pasal 158
ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuaf>a
pengguna anggaran menerbitkan SPM.
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(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud daiam pasal 1?S
ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau iidak sah, pengguna
an^aran/kuasa pengguna anggaran menoiak menerbitkan SPM.

(3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa oengguna anggaraii
berhalangan, yang bersangkutan dapat riienunjuk pejabat .yaiig
diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 160

(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalatii pasal 159 ayat iu
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung seiak- cifterimanya dokum; i
SPP.

(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaKud daiam pasal l oy
ayat (2) paling lama 1 (satu) hari keija terhitung sejak diterimanva
pengajuan SPP.

Pasal 161

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna iinggaran mengajukeua
permintaan uang persediaan kepada raasa BUD dengaai
menerbitkan SPM-UP.

(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna iixiggaran mengajUKan
penggantian Uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa
BUD, dengan menerbilkan SPM-GU yang nilamDiri bukti 3,,;r
pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan
sebelumnya.

(3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan iiaiUi
persedian/ penggantian uang persediaan ,SPM-UP/GU) kepaaa
kuasa BUD paling lambat sebelum tanggal 20 setiap bulannya.

(4) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi Kebutuhan, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambanaii
uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

(5) Pelaksanaan melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pacia
Peraturan Perundeing-Undangan.

Pasal 162

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan untiuc
menutup/mengakhiri permintaan pengganti uang persediaan (SP^
UP/GU) yang disebabkan oleh berakhlrm^a kegiatan aiau
berakhimya tahun anggaran dengan meneroitican SPM-GU NIHIL.,
kepada kuasa BUD dengan dilampiri laporaii iDertanggungjawabfcai
atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.

(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna inggaran mengajukari
penutup/mengakhiri permintaan tambahan uang persediaan iSPF-
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TU) yang disehabkan oleh selesainya peng-vSPJ an setiap penga.]uar:i
SPP-TU dengan menerbitkan SPM-TU NIHIL icepada kuasa BUEi.
dengan dilampiri laporan pertanggungjawaoan atas penggunaari
tambah uang persediaan yang diajukan.

Pasal 163

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kua^ja
pengguna anggaran dilarang menerbitkan SFM yang membebarj
tahun anggaran berkenaan.

Pasal 164

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM /ang diterima us:n
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang ditujuk;rn
kepada bank operasional mitra kerjanya.

(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagamiana dimaksud paaa
ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.

(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pemoayaran yang diajuktiri
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaraai bilamana:
a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan / atau
b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai densciii

ketentuan dalam pasal 161 ayat (2).
(4) Dalam hal kuasa BUD menolak permmtaan pembayaraji

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paiir ^i
lama 1 (satu) hari keija setelah diterima.

Pasal 165

(1) Bendahara pengeluaran secara administrate waiib mempertanggung
jawabkan penggunaan uang pefseaiaan/ganti uaiTg
persediaan/tambah uang persediaan kepada icepala SKPD meialLu
PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan befiKutnya.

(2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban seDagaimana dim,aksiK:i
dalam ayat (1) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat
pengesahan laporan pertanggungjawaban.

(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan iaporan
pertanggungjawaban pengeluaran dan >anKsi keteriambara n
penyampaian laporan pertanggungjawaban diteiapkan dalam
Peraturan Bupati.

(4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban t}ada akhir tahun
an^aran pertanggungjawaban pengeluaran aana buian Desemoer
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desemoer.

(5) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersainaKan dengan buKu
pertanggungjawaban atas pengeluaran pernoavaran beban iangsuns
kepada pihak ketiga.
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(6) Bendahara pengeluaran pada SKPD vano mexnpertanggurta
jawabkan secara fungsion^ atas pengeloiaan uang yang menjacu
tan^ung jawabnya dengan menyarnpaikan iaporgui
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD seiaku BUD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(7) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara
fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (6) dilaksanakan
setelah diterbitkan surat pengesahaii "ertanggungjawaDiiii
pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 166

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yana
disampaikan, PPK- SKPD berkewajiban:
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan uertanggungjawaban di ipj

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang ailampirkan:
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincicin

obyek yang tercantum dalam ringkasan oar nncian obyek;
c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas oeoan pengeluaran :jc;r

rinciein obyek; dan
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yaria

diterbitkari periode sebelumnya.

Pasal 167

(1) Bendahara pengeluaran pembantu dapax . raniuK berdasan: . !
pertimbangan tingkatan daerah, besaranaKPD. besaran juniiai;i
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, .vompetensi dan/atati
rentang kendali dan pertimbangan objektif iaimiva.

(2) Bendahara pengeluaran pembantu wanb Tnenyeienggarak;:!;!
penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjacii
tanggung jawabnya.

(3) Bendahara pengeluaran pembantu ::alam meiakukan
penatausahaan menggunakan bukti pengeluaran vang sah.

(4) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyarnpaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada oendahara pengeiuai jni
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(5) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi. evaiuasi dan analis s
atas laporan pertanggungjawaban pengeiuaran sebagaima 13
dimaksud ayat (4).

Pasal 168

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh benaaiiara penerimaan aan
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bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya i (satu) kali dalam .3
(tiga) bulan.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeiuaran meiakukaii
pemerikaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan
pembantu dan bendahara pengeluaran perabantu sekurans-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) dan ayat <21
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan i<as.

Pasal 169

Bendahara pengeluaran yang mengelola beknia bunga, subsici.
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasii. oanman keuanear;
belanja tidak terduga dan pembiayaan meiaimkan penatausahasxi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundane undangan.

Pasal 170

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka;
a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai seiama-iamanya 1 (sat ji

bulan, bendahara pengeluaran tersebut waiib memberikan surat
kuasa kepada pejabat yang ditunjuk antuk melakukJin
pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas
tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutaii
dengan diketahui Kepala SKPD;

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai seiama-iamanya 3 (tigai
bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran da:n
diadakan berita acara serah terima;

c. Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 Itiga i bulan beiirm
juga dapat melaksanakan tugas, maica dianggap yana
bersangkutan telah mengundurkan cdri atau berhenti aaii
jabatan sebagai bendahara pengeluaran aan oleh karena ;l i
segera diusuUcan penggantinya.

Pasal 171

Tata cara penatausahaan bendahara penseiuaran diatur !er >.
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Akuntansi Keuangan Daeraii

Pasal 172

(1) Sistem Akimtansi Penierintah Daerah disusun mengacu keDaLLs.
standar akuntansi pemerintah.
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(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagarmana aimaksud pac,.
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 173

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah paling seaikit meiiputi:
a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. prosedur akuntansi aset;
d. prosedur akuntansi selain kas;

(2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud oacia aval (1) disusiin
berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan keteniu..,. .
peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanaKan oleh PPKD.
(2) Sistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh PPK-SKPD
(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada a3'at raengkoordinasikEii

pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 175

(1) Bupati inenetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan akuntar si
pemerintah daerah dengan berpedoinan oada stanc;^;
pemerintahan.

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat
merupakan dasar pengakuan, pengukuran aan Deiaporan atas ase^
kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan seni
laporan keuangan.

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud paaa ayar. (1) sekurane
kuranganya memuat:
a. Defisit, pengakuan, pengukuran dan peiaporan setiap akun

dalam laporan keuangan;
b. Prinsip-prinsip penyusunan dein penyajian neiaporan keuangan.

(4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf (a) juga mencakup kebijakan mengenai harsa
perolehan dan kapitalisasi aset.

(5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat iH)
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas utang
dibayarkan terdiri dari belanja modal, ijeianja administrasi
pembelian/pembangunan, belanja penerimaan naiak dan niiai wai ar
imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga
perolehan asset tetap.
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(6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana pada ayat (41 merupakan
pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan niiai wajar imbaian
lainnya yang dibayarkan sebagai penambah niiai aset tetap.

(7) Ikhtisar kebij^an akuntansi yang diberikan pada setiap tahun
anggaran dirnuat dalam catatan atas iaporan keuangan taniui
anggaran berkenaan.

BABX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAI»IAAi\T APBD

Pasal 176

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran ir.enx'eienggarax :
akuntansi atas transaksi keuangan aset, dan ekuitas aa:; -
yang berada dalam tanggungjawabnya.

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana ainhiKsua pada ayac -
merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan ca
lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehuDunga/i
dengan pelaksanaan anggaran dan barang cukeioianya.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud Dana aval i2) terdiri n? n
laporan realisasi anggaran neraca, dan catatan atas laporan
keuangan yang disampaikan kepada Buoati meialui PFKIs
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah lahirn anggaran berakh

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang
memberikan pemyataan bahwa pengelolaan :\PBD yang menjaai
tanggung jawabnya telah diselenggarakan oerdasarkan sisterQ
pengendalian intern yang memadai, sesuai aengan ketentUi:i:i
perundangundangan.

Pasal 177

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan. aset
utang dan ekuitas dana termasuk transaksi pembiayaan d£ui
perhitungannya.

(2) PPKD menyusun laporan keuangan pemeriritan daerah terdiri dari
a. Laporan Realisasi APBD;
b. Neraca;
c. Laporan, Arus Kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan

(3) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaunana dimaksud paaa
ayat (2) disampaikan kepada Bupati meiaiui Sekretaris Daerrvn
selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan ilaerah dalam raneria
memenuhi Pertanggungjawaban Pelaksanaan

(4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksuci oada avat (2) disusirn
dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemenntan tentang Stannar
Alointansi Pemerintahan.
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(5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud oaaa ayat (1) dilampin
dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja tsan laDoran keuaiigan
badan usaha milik daerah/perusahaan daerciii.

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana aimaKsud pada av
(5) disusun dari ringkasan laporan keterangaii pertanggungiawaDcm
Bupati dan laporan kinerja interim di jineKungan pemerintaji
daerah.

(7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pacLa
ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menten Dalam Negeri vat-tf
mengatur mengenai laporan kinerja Hiierim di lingkungaj;!
pemerintah daerah.

(8) Laporan keuangan' pemerintah daerah sebagamiana dimaksud paaa
ayat (1) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

(9) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam dalam rangka memen\.ini
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 178

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peratuiian Daerah lenians
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kersada DPRD beruoa
laporan keuangan yang telah diperiksa oieh Badan Pemeriksaaii
Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enami ouian setelah tahivn
anggaran berakhir.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang -ertanggungjawaDexi
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksuci aaaa ayat (1) memu&t
laporan keuangan yang meUputi laporan reaiisasi anggaran, nerac ?.
laporan arus kas, catatan atas laporan keuanean . serta diiamuin
dengan laporan kinerja yang telah diperiRSa BFli dan ikhtis v,
laporan keuangan Badan Usaha Milik Daeran.

Pasal 179

(1) Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD aeoagaimana dimaKsiiCi
dalam pasal 177 ayat (2) disampaikan xeDada BPK selambar.-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran Deraidiir.

(2) Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK lie; U£i£Q.iril3jn.3. CilIXlQ.K.S Lli-l
pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambamya iduai Dulan seceicdi
menerima laporan keuangan dari Pemerintan Daeran.

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana aimaksud pada ayat i2j
BPK belum menyampaikan laporan hasil pemerikisaan, Rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud aalam pasal 179 ayat i ii
diajukan kepada DPRD.

(4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat i3)
dilampiri deng^ laporan realisasi anggaran. neraca, laporan ariis
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kas, catatan atas laporan keuangan, dan laooraii kinerja yaxiii
hasilnya sama dengan yang disampaikan ke BPK.

Pasal 180

Bupati memberikan tanggapan dan meiaicukan penyesuaisin
terhadap laporan keuangan berdasarkan nasii pemeriksaan BPK
atas laporan keuangan pemerintah daerah seoaaaimana dimaksiia
dalam pasal 179 ayat (1).

Pasal 181

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabari
Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud daiam pasal 179 avat ;3!
dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabart^ii
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana aimaksud pada ayat :
dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:
a. Ringkasan laporan realisasi anggaran, dan
b. Penjabaran'laporan realisasi anggaran.

Pasal 182

(1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD seDagaimana dimaksua
dalam pasal 179 ayat (3) ditentukan oleh DPRD.

(2) Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daeran
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan aPBD oleh DPRD paiina
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daeran
diterima.

Pasal 183

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah wanb
dipublikasikan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaian
Laporan Keuangan yang telah diaudit oien EPK dan teigai
diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 184

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentans "ertanagungjawaDciii
Pelaksanaan APBD yang telah disetujtu .ersama DPRD iMri
Rancangan Peraturan Bupati sntang Peniabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD seoeium aitetaokan oien
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Bupati paling lama 3 (tiga) hari keija disanipaiKan Kepada Guberni i.;
untuk dievaluasi.

(2) Hasil Evaluasi disampaikan oleh Gubernur Kcoaaa Bupau paiii y
lama 15 (lima belas) hari kerja terhitving seiaic diteriman-. ,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten ii aimanera Tengah a an
Rancangan Peratiiran Bupati lentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksT,:in
padaayat(l)

(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluaSi Rancangan Peraturtii
Daerah tentang Pertanggungjawaban Peiaicsanaan APBD dsi
Rancangan Peraturan Bupati sniang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD suaah sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang iebih
tin^, Bupati menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 185

(1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaiuasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati rsniang Penjabaraji
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tiaak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang iebih
tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan aenvempurnaan paiing
lama 7 (tujuh) hari keija terhitung sejak ditermianya hasil evaluasi.

(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oien Bupati dan DPRD.
dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Kancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bn r aii dimaksud sesi; j
dengan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 186

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kancangan Peramiiui
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD car.
Rancangan Peraturan Bupati ceniang Peryabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Iceoaaa Menten Daiain
Negeri.
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BAB XI

PENGENDALIAN

DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

BagianKesatu
Pengendalian Defisit APBD

Pasal 187

(1) Dalam hsl APBD diperkirakan defisit ditetaDican sumbersumbef
pembiayaan untuk menutupi defisit terseoat dalam peraturaxi
daerah tentang APBD.

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalaiii ayat i i i ditutup denqarn
pembiayaan netto.

Pasal 188

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pern oravaan :
a. Sisa lebih perhrtungan anggaran ;3iL?Al daerah tabii !

sebelumya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
d. Penerimaan Pinjaman;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman: cian
f. Penerimaan piutang daerah.

Bagian Kedua
Pexiggunan Surplus APBD

Pasal 189

Dalam Hal APBD diperkirakan surplus penggunaannya ditetapktm
dalam peraturan daerah tentang APBD

Pasal 190

Penggunaan Surplus APBD diutamakan untuk oengufangan utans,
pembentukan dana cadangan, penyertaan xnodai, dan/atau
pendanaan belanja peningkatan jaminan sosiai.
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BAB XII

KBKAYAAN DAN KEWAJIBAH

Bagian Pertama
Pengelolan Kas Umum Daeran

Pasal 191

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran aaerah dilaksanaksn
melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 192

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah PP!<:D rneniDuka reKen];
kas umum daerah pada bank yang diteniuican oieh BuiDati nrn
diberitahukan kepada DPRD.

(2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran
daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening oenerimaan da^i

^ rekening pengelu^an pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat rSi

digunakan untuk menampung penerimaan aaeran setiap hari.
(4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana aimaksua pada a,yat i'I\

setiap akhir hari kerja wajib disetorkan serarunnva jce rekening i< -s
umum daerah.

pengeluaran pada banksebagaitnanti dimaicsud pada avat
(2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umuri
daerah.

(6) Jumlah dana yang disediakan pada rekenme aengeiuaran seoaEa;
mana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaiican dengan rencar;?,
pengeluaran untuk membiayai kegiatan DeTnerintanan vang
ditetapkan dalam APBD. - ^ -

Pasal 193

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh biinerH dan/atau iasa s
atas dana yang disimpan pada bank umum oeraasarkan lingKbx
suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.

(2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoien oemenntah daei" ='̂
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merucaKan Pendapatan
Daerah.

Pasal 194

(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yaiisi aiberikan oieh
umum didasarkan pada ketentuan yang benaKu naaa bank umLPr.
yang bersangkutan.
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ii: dibebankan pada
belanja daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang Daerali

Pasal 195

(1) Setiap Pejabat yang diberi kuasa untuk merigeloia pendapati;ii.
belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar seti;\D
piutang daerah diselesaikan seluruhnya densan tepat waktu.

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendanmui atas piutang jei7is
tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-unaangan.

(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan lepai
waktu, diselesaikan menurut Peraturan Perimaang-undangan.

(4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat nuoungan keperdataan
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuaii mengenai piutang
daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentu=tn
perundangUndangan.

Pasal 196

(1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara irrutiak atau bersyai - i
dari pembukuan, sesuai dengan ketentuan mengenai penghapus^ui
piutang negara dan daerah, kecuiali mengenai niutang daerah varis
cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud paaa ayat (i) sepan]a:ag
menyangkut piutang Pemerintah Daerah, ditexapkan oieh:
a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 1.300.000.000,00 (satu

mUiar rupiah);
b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk lUmlah iebih dari xrj.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pasal 197

(1) Kepala SKPKD menatausahakan piutang daeran.
(2) Khusus piutang pendapatan asU daeran. -lepala SKPD jVaxia

memiliki kewenangan memungut pajak dan restribusi daeraiii
melakseinakan penagihan piutang penaaoatan asli daefai
berdasarkan bukti dan administrasi penagihan SKPKD.

(3) Untuk melaksanakan penagihan piutang iiaeraii sebagaimejia
dimaksud pada ayat (1) dan (2), kepala SKPFD menviapkan bit-r-i
dan administrasi penagihan.
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Pasal 198

(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkari reaiisasi penermiaa.i:L
piutang kepada Bupati

(2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari :niak ketiga har v
dipisahkan dengan bukti penerimaan kas nenaapatan pa :
tahun anggaran beijalan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi Daeran

Pasal 199

Pemerintah Daerah dapat melakukan invesiasi ianeka pendek dan
jangka panjang untuk memperoleh maniaai eKonomi, aosiai
dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 200

(1) Investasi Jangka pendek sebagaimana dimaksud daiam pasal 199
merupakan investasi yang dapat segera dicainccin dan dimaksudktin
untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau Kurang.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaks ud daiam pasal 199.
merupakan imrestasi yang dimaksudkan untuK dimiliki iebih dan
selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 201

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud daiam pasal 200
ayat (1) terdiri dari investasi permanen dan iion permanen.

(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud p-ada ayat Ji
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkeiam iitan tanpa ada mar;
untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik keirM);iii,

(3) Investasi non permanen sebagaimana aLrnriicsiia pada avat
dimaksudkan untuk dimilLki secara tidak DeiKeianmtan atau acia

niat untuk diperjualbelikan atau ditarik keinDaii.

Pasal 202

Pedoman Investasi permanen dan non ;permanen sebagaimana
dimaksud daiam pasal 201 ayat (1), atas tei setuiiian DP^D '
mengacu ketentuan peraturan perundang-wnnancan yang beriaK.;,
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Pasal203

(1) Uang milik pemerintah daerah yang sementaxa beiuni digunaK&xi
dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan daiam invesiasi
jangka pendek sepanjang tidak mengganggu liiaiiditas keuangari
daerah.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana yang dimaksud dalatn ayat 11 •
ditetapkan oleh peraturan Bupati.

Pasal204

(1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana ainiaksud dalam pasa i
199 dianggarkan dalam pengeluaran pembiavaan.

(2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan daiam penerim^aan
pembiayaan pada jenis hasil penjualan Kesayaan daerah yang
dipisahkan.

(3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan imiuk diinvestasiksji
kembaU dianggarkan dalam pengeluaran t^emDiayaan pada lenis
penyertaan modal (investasi) pemerintah daeran.

(4) Penerimaan hasil atas investasi pemerinra.': aueran dianggart.>Ln
dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah oaaa jenis riisi
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahKa 11

Pasal 205

Pendapatan bunga atas deposito dianggarican dalam keiomiDOic
pendapatan asli daerah pada jenis Iain-lain pendapatan asli daei tui
yang sah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Barang Milik Daeran

Pasal 206

(1) Barang milik daerah diperoieh atas beban yiPBD dan peroieliaa
lainnya yang sah.

, (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat :
mencakup:
a. barang yang diperoieh dari hibah/ sumbanean i atau yang sejems;
b. barang yang diperoieh dari kontrak keria sama, kontrak Da.ei

hasU dan kerja sama pemanfaatan barang niuik daerah;
c. barang yang diperoieh berdasarkan peneiaoan xarena peraturan

perundang-undangan;
d. barang yang diperoieh dari putusan peneaoiian.
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Pasal 207

(1) Pengelolaan barang daerah meliputi ranai<aian kegiatan aan
tindakan terhadap barang daerah yang raencakuD perencanaan
kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggiuiaan, pemamaataii.
pemeliharaan, penatausahaan, pemlaian. penghapusan.
pemindahtanganan dan pengamarian.

(2) Pengelolaan barang daerah diletapkan deiiean loeraturan riaer--
tersendiri dan berpedoman pada Peraturan >e:. liciane- Jndanaavi

Bagian Kelixna
Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 208

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana radangan m:iR
mendanai kegiatan yang penyediaan aananva tidak aanac
dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana aimaksud pada ayat •1;
ditetapkan dengan peraturan daerah.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud paaa ayat (2) mencaKun
penetapan tujuan, besaran dan sumber daJia cadangan serta ienis
program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.

(4) Rancangan peraturan daerah tentang pemoenuUKan aana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibanas oersamaan aengan
pembahasan rancangan peraturan daerah tentang aPBD.

(5) Penetapan rancangan peraturan daerah teiiiiaxig pemDentukan atma
cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (4) ditetapkan oieii
Bupati bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daeran
tentang APBD.

(6) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana (u naksud pada ayar
dapat bersumber dari penyisihan ataspenetrmaan daerah kecuaii
DAK, pinjEiman daerah, dan penerimaan lain - ana Denggunaanii; p
dibatasi untuk pengeluaran tertentu oer lasajKan perani'
perundangundangan.

(7) Penggunaan dana cadangan dalam satu -pj-i -i ansgaran mem;-
penerimaan pembiayaan APBD dalam -aiiun anggaran yarig
bersangkutan.

Pasal 209

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud aalam pasai 208 avat i -
ditempatkan pada rekening tersendiri yang cnkeioia oieh PPKD.

(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana ciimaKsud pada ayat . i
belum digunakan sesuai dengan peruntuicannya, dana terseout
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dapat ditempatkan dalam portofolio yang niemberikan hasii teiao
dengan resiko rendah.

(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio secagaimana dimaksiia
pada ayat (2) menambah dana cadangan.

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai oagian yang tida^
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban aPBD.

Pasal210

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dknaKsud dalam pasal 37
ayat (2) huruf (b) digunakan untuk menganggai kan pencairan dana
cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas ummn
daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada avat (ii yaitu sesnai.
dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daeran
tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 211

Penggiinaan atas dana cadangan yang dicairlcan dari rekening dana
cadangan ke rekening kas umum daerah seoagaimana dimaksua
dalam pasal 208 ayat (1) dianggarkan dalatn beiania langsung SBIPD
pengguna dana cadangan berkenaan kecuaii aiatur tersendiri dalam
peraturan-perundangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Pinjaman Daerah

Pasal 212

(1) Pinjaman daerah merupakan altematif sUinDer pembiayaan APBD
dan/atau untuk menutup kekurangan kas.

(2) Pinjaman daerah digunakan untuk meniDiayai kegiatan yang
merupakan inisiatif dan kewenangan daerah ioerdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 213

(1) Bupati dapat mengadakan pinjaman aaerah sesuaidengan
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan aaerah tentang APBD.

(2) PPKD menyiapkan rancangan Peraturam Bupati tentang
pelaksanaan pinjaman daerah.

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daera.h dibebankan pacia
anggaran belanja daerah.
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Pasal214

(1) Hak tagih mengenai pinjaman atas beban aaerah kadaiuwarsa
setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut :atuh tempo, kecuau
ditetapkein lain oleh undangundang.

(2) Kadaiuwarsa sebagaimana dimaksud pada avai ii i tertunda apaoila
pihak yang berpiutang mengajukan tagihan Keoada daerah sebeiurn
berakhimya masa kadaiuwarsa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat ;!) tidak beriakvi
untuk pembayaran kewajiban bunga dan poicoR piniaman daerah.

Paisal215

Pinjaman daerah bersumber dari:
a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lain;
c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; dan
e. masyarakat.

Pasal 216

(1) Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:
a. Pinjaman jangka pendek;
b. Pinjaman jangka menengah; dan
c. Pinjaman jangka panjang.

(2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana liimaicsud ayat
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangica waktu kurang atau
sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran
kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya
lain seluruhnya harus dilunasi dalam lahun anggaran yang
bersangkutan.

Pasal 217

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati ''ana teiah melakuKan
peijanjian pinjaman jangka menengah bernenti sebelum masa

. jabatannya berakhir, maka peijanjian pinjaman jangka menengah
tersebut tetap berlaku.

Pasal 218

(1) Pinjaman jangka pendek hanya dipergvinaKan untuk menuixro
kekurangan arus kas pada tahun anggaran vans bersangkutan.

(2) Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiavai
penyediaan layanan umum yang tidak mengnasiikan penerimaan.

85



(3) Pinjaman jangka panjang dipergunakan untuic membiayai proyeK
investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pasal219

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman
jan^a pendek adalah sebagai berikut:
a. kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman iangka pendek teian

dian^arkan dalam APBD tahun bersangkutan.
b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) mempakaa

kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak aapat ditunda.
c. persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh caion pemben

pinjaman,
d. rekomendasi dari Pimpinan DPRD.

Pasal 220

Dalam hal Bupati akan melakukan pinjaniari jangka menengari.
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;
a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah lumiah pinjaman yaae

akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh nuiun lima persen) aan
jumlah penerimaan umum APBD tahun seoeiumnya.

b. rasio proyeksi kemampuan keuangan laerah jxirrii-.
mengembaHkan pinjaman paling sedikit :dua koma iitnai.

c. tidak mempunyai tunggakan atas pengemf3aiian pinjaman yans;
berasal dari Pemerintah.

d. mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 221

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan densan peraturan daeran
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

(2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana aimaksud pada &y2X
(1) dilakukan setelah memperoleh pertimoangan Menteri Daiam
Negeri.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud oaaa ayat fl) sekuraiia-
kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominai obiigasi daeraii
yang akan diterbitkan.

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daefan dianggarkan paaa
penerimaan pembiayaan.

(5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah aianggarkan anggaran
belanja daerah.
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Pasal 222

(1) Penerimaan pinjatnan daerah dan obligasi daerah diiakukan meialui
rekening kas umum daerah.

(2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan icutninan atas pinjaman
pihak lain,

(3) Pendapatan daerah dan/atau aset daeraii ioarang milik daerani
tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daeran.

(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daeran oeserta barans riiiik
daerah yang melekat dalam kegiatan terse out aapat dijadikFm
jaminan obligasi daerah.

Pasal 223

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daeran
dan obligasi daerah.

Pasal 224

(1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman
dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menien
Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran beijalan.

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pmiaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. jumlah penerimaan pinjaman;
b. pembayaran pinjaman (pokok dan bungaj; aan
c. sisa pinjaman.

Pasal 225

(1) Pemerintah Daerah wajib membayar buiisa dan pokok utane
dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo;

(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD
tidak mencukupi untuk pembayaran bunea dan pokok atEJis;
dan/atau obligasi daerah sebagaimana dirnatcsud pada ayat ; i).
Bupati dapat melakukan pelampauan peiri oavaran mendahuiui
perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 226

(1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utane dan/atau obiisas]
daerah sebelum perubahan APBD dUaporkai;. xepada DPRD daiam
pembahasan awal perubahan APBD.

(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah setelah perubahan APBD dilaporkan vcepada DPRD daiain
laporan realisasi anggaran.
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Pasal 227

(1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran ounsa dan ciciian pokoit
utang dan/atau obiigasi daerah yang jatuh lemoo.

(2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obiigasi daerah dicatat paaa
rekening belanja bunga.

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obiisasi daerah dicatat paaa
rekening belanja bunga.

(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obiigasi daerah pokok utane
yang jatuh tempo.

Pasal 228

Pinjaman Daerah berpedoman pada xeientuan peraturmi
perundang-undangan.

Pasal 229

(1) Pengelolaan obiigasi daerah ditetapkan dengan Peramran Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana ditnaksud paaa <ayat (1) sekurang-

kurangnya mengatur mengenai:
a. penetapari strategi dan kebijakan pengeioiaan obiigasi daeraii

termasuk kebijakan pengendalian resiko;
b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;
c. penerbitan obUgasi daerah;
d. penjualan obiigasi daerah melalui lelang dar. / atau tanpa leiaMs:;
e. pembelian kembali obiigasi daerah sebeii.im satuh tempo:
f. pelunasan;
g. aktivitas lain dalam rangka pengembansan pasar perdafia se

pasar sekunder obiigasi daerah.
(3) Pen3aisunan Peraturan Bupati sebagaimana ciimaksud pada ayat i i i

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Neseri.

BAB xin

FSMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMGAWASAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERMI

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasaii

Pasal 230

Pemerintah melakukan pembinaan dan penaawasan pengeiolaan
keuangan daerah kepada pemerintah daeraii vang dikoordinasikan
oleh Menteri Dalam Negeri.

88



•^11 I I . - • • ..1 ... i • I.. . - - -v-......,.-.. ..-I-, ,1 I ... •• i i i i- i

Pasal 231

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud daiam pasai 238 meliputi
pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsuitasi,. pendidikan.
pelatihan, serta penelitian dan pengembangetn.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat rU
mencakup perencanaan dan penyusunan APBD. penatausahaati,
pertanggungjawaban keuangan daerah, pesaafitauan. pengendaiian
dan eveduasi, serta kelembagaan perigelolaaii Keuangan daeraii.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan Konsuitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup perencaiidan. aan penyusunan
APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaDan APBD '\ane:
dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaKru-waKtu, baik secara
menyehiruh kepada seluruh daerah maur)un kepada daeran
tertentu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana diinaksud pada ayat n:
dilaksanakan secara singkat berkala bagi Bupati atau Wakil Bupaci,
Pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daeran. dan pegawai negen
sipil daerah.

Pasal 232

Pembinaan sebagaimana dimaksud daimn pasal 231 uniiiK
Kabupaten dikoordinasikan oleh Gubernur seiaku waj-:u
pemerintah.

Pasal 233

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
daerah tentang APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasm an
yang telah ditetapkan dalam peratixran daerah tentang APBD
dengan kebijakan umum APBD sesuai dengan RPJMD dan RKPD
tahun berkenaan.

Pasal 234

Pengawasan pengelolaan keuangan daeran berpedoman paaa
ketentuan peraturan perundang-undangan,
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BAB XIV

PENYELESAIAN KERUGIAN DASRAH

Pasal235

(1) Setiap kerugian yang disebabkan oleh tindakan meianggar hukuni
atau kelalaian seseorang harus .eaera diselesaik,an
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan

, perundang-undangan.
(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara.. atau pejabat lam

yang karena perbuatannya meianggar hukum atau melalaikaa
kewajiban yang dibebankan kepadanya secm a iangsung merugikan
keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, seteia_n
mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian
akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 236

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasmi iangsung atau kepaia
SKPD kepada Bupati dan diberitahukan seioada BPK seiambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja seteiah i-cerugian daerah itii
diketahui.

(2) Segera seteiah kerugian daerah itu diketahui. kepada bendahara.
pegawai negeri bukan bendahara, atau peiaoat lain yang nyata-
nyata meianggar hukum atau meiaiaikan kewajibannva
sebagaimana dimaksud dalam pasal 238 avat i2) segera ditnmtar.aii
surat pernyataan kesanggupan dan/atau oeneakuan bahwa
kerugian tersebut menjadi tanggung jawaonya dan berseaia
mengganti kerugian daer^ dimaksud.

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab muuaic iidak mungian
diperoleh atau tidak dapat menjamin oensembaiian kerugian
daerah, Bupati segera mengeluarkan surat iteDumsan pembebaiiarj
penggantian kerugian sementara kepada yang oersangkutan.

Pasal 237

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri buKan bendahara. atau
pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti rugi kerugian daeraii
berada dalam pengampunan, melarikan din. atau meninggal duiiia.
penuntutan dan penagihan terhadapiiya beraiih kepada
pengampu/yang memperoleh hak/ahli :"/aris. terbatas paaa
kekayaan yang dikelola atau diperolehnya. yang berasai dari
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain
yang bersangkutan.
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(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoieh nak/ahli waris untuic
membayar ganti kerugian daerah sebagaitnana dimaksud pada avai
(1) menjadi hapus apabila dalam waktu J; (tiga) tahun seiai<
keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepaaa
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara. atau pejabat laTri
yang bersangkutan, atau sejak bendahara. ftegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketaixui
melarikan diri atau meninggal dunia, pengauTiDU/yang memperole h
hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang benvenang
mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 238

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah seoagaimana diatur dalam
peraturan Bupati berlaku pula untuk uang aan / atau barang bukan
milik daerah, yang berada dalam penguasaaii oendahara, pegavvai
negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan daiam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daera^ii daiam peraturan
pemerintah ini berlaku pula untuk pengeiola perusahaan daeran
dan badan-badan lain yang menyeienggarakan pengeioiaajn
keuangan daerah, sepanjang tidak diatur daiam peraturaii
perundangundangan tersendiri.

Pasal 239

(1) Bendgihara, pegawai negeri bukan bendahara. dan pejabat lain vans
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian aaerah dapat dOcenai
sanksi administrative dan/atau sanksi pidana.

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhaaap bendahara, pegawm
negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidaK membebaskan yang
bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 240

(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadao oendahara ditetanKan
oleh BPK.

(2) Apabila daJam pemeriksaan kerugian daeran ditemukan unc4v.r
pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturati
Perundang-Undangan.

Pasal 241

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadao oegawai negeri bukan
bendahara ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 252

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara luntutan aanti kerugian
daerah dengan Peraturan Daerah dan berDeaoman Dada Pe^atu
Perundang-Undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 243

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, scDariiane
mengenai teknis pelaksanaannya diatur leoih ianiut ^denea"
Peraturan Bupati.

Pasal 244

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai benaim Peraturan Daeraii
Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 7 Taiiuri 2007 tentang Pokoic-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembai-an Daerah Kabupaten
Halmahera Tengah Tahun 2007 Nomor / dicabut dan dinyatakaa
tidak berlaku lagi

Pasal 245

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkaii.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinTahkan pengundansan
Peraturan Daerah ini dengan penempatminva dalam Lembaran
Kabupaten Halmahera Tengah.

Diundangkandi Halmahera Tengah
Pada Tanggai 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
ICABUPATEN HABMAHERA TENGAH

Ditetapkan ai Halmahera Tengah
Pada tanggai 24 Desember 20 ] 4
BUPATI HALMAHERA TENGAH

)

AL YASIN ALI

NOMO '̂̂ daerah KABWETEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2014
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PENJELASAN
ATAS

FERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR:9 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAM DABRAH

KABUPATEN HALMAHERA TEKTGAH

I. UMUM

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tenib, laat pada peramran
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efebTii. iransparan, i3,li
bertanggung jawab dengan memperhatikan keaaiian. Kepatutan, aaji
manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain tunturan transparansi can
akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era
reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi daiam pengeioiaar:
keuangan Pemerintah Daerah.

Paradigma pengelolaan keuangan daerah menuntut akuntabilitas dan
transparansi yang semakin besar dengan tetap aiempernatikan asas
keadilan dan kepatutan. Masyarakat tidak hanya aioandang sebagai obyeK
pembangunan tetapi juga berperan sebagai subyek pemoangunan. Ada dua
tujuan utama yang ingin dicapai dalam kebijakan oionomi daer^ yaitu
tujuan politik dan tujuan administrasi. Tujuan poiitik akan memposisiican
pemerintah daerah sebagai medium pendidikan poiitik oagi masyarakat
ditingkat local yang secara agregat akan mempunyai kontribusi daiam
pendidikan politik secara nasional. Disisi lain, tuiuan administrasi akan
memposisikan pemerintah daerah sebagai unit peinerintahan daerah cu
tingkat local yang bermngsi untuk menyediakan Deiavjanan publik, yaitu
bagaimana misi utama dari keberadaan dari pemerintah daerah daiarri,
rangka mensejahterakan masyarakat melalui pengeioiaan Keuangan daeran
dengan penyediaan pelayanan pubHc secara efekuf. siesien aan ekonomis.
Harapannya bahwa terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang aaii
dan merata sesuai dengan amanat undang-undang.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan saian satu bagian 7ang
mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannva UU No.32 T;aiiun
2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor. 33 Taliun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Peraerintah Pusat aan
Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang terse out teiah membenkan
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kewenangan lebih luas kepada pemerintah daefan. Kewenangan yang
dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam moDiiisasi sumber dana.
menentukan arah, tujuan dan target penggunaan aiiggaxan.

II. FASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Gukupjelas
Pasal 2

Gukupjelas
Pasal 3

Gukupjelas
Pasal 4

Gukup Jelas
Pasal 5

Gukupjelas
Pasal 6

Gukup jelas
Pasal 7

Gukupjelas
Pasal 8

Gukupjelas
Pasal 9

Gukup jelas
Pasal 10

Gukupjelas
Pasal 11

Gukupjelas
Pasal 12

Gukupjelas
Pasal 13

Gukup jelas
Pasal 14

Gukup jelas
Pasal 15

Gukup jelas
Pasal 16

Gukup jelas
Pasal 17

Gukupjelas
Pasal 18

Gukup jelas
Pasal 19

Gukupjelas
Pasal 20

Gukup jelas
Pasal 21
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Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44
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Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67
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Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76

Cukup jelas
Pasal 77

Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas
Pasal 79

Cukup jelas
Pasal 80

Cukup jelas
Pasal 81

Cukup jelas
Pasal 82

Cukup jelas
Pasal 83

Cukup jelas
Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86

Cukup jelas
Pasal 87

Cukup jelas
Pasal 88

Cukup jelas
Pasal 89

Cukup jelas
Pasal 90
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Cukup jelas
Pasal 91

Cukup jelas
Pasal 92

Cukup jelas
Pasal 93

Cukup jelas
Pasal 94

Cukup jelas
Pasal 95

Cukup jelas
Pasal 96

Cukup jelas
Pasal 97

Cukup jelas
Pasal 98

Cukup jelas
Pasal 99

Cukup jelas
Pasal 100

Cukup jelas
Pasal 101

Cukup jelas
Pasal 102

Cukup jelas
Pasal 103

Cukup jelas
Pasal 104

Cukup jelas
Pasal 105

Cukup jelas
Pasal 106

Cukup jelas
Pasal 107

Cukup jelas
Pasal 108

Cukup jelas
Pasal 109

Cukup jelas
Pasal 110

Cukup jelas
Pasal 111

Cukup jelas
Pasal 112

Cukup jelas
Pasal 113
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Cukup jelas
Pasal 114

Cukup jelas
Pasal 115

Cukup jelas
Pasal 116

Cukup jelas
Pasal 117

Cukup jelas
Pasal 118

Cukup jelas
Pasal 119

Cukup jelas
Pasal 120

Cukup jelas
Pasal 121

Cukup jelas
Pasal 122

Cukup jelas
Pasal 123

Cukup jelas
Pasal 124

Cukup jelas
Pasal 125

Cukup jelas
Pasal 126

Cukup jelas
Pasal 127

Cukup jelas
Pasa], 128

Cukup jelas
Pasal 129

Cukup jelas
Pasal 130

Cukup jelas
Pasal 131

Cukup jelas
Pasal 132

Cukup jelas
Pasal 133

Cukup jelas
Pas^ 134

Cukup jelas
Pasal 135

Cukup jelas
Pasal 136
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Cukup jelas
Pasal 137

Cukup jelas
Pasal 138

Cukup jelas
Pasal 139

Cukup jelas
Pasal 140

Cukup jelas
Pasal 141

Cukup jelas
Pasal 142

Cukup jelas
Pasal 143

Cukup jelas
Pasal 144

Cukup jelas
Pasal 145

Cukup jelas
Pasal 146

Cukup jelas
Pasal 147

Cukup jelas
Pasal 148

Cukup jelas
Pasal 149

Cukup jelas
Pasal 150

Cukup jelas
Pasal 151

Cukup jelas
Pasal 152

Cukup jelas
Pasal 153

Cukup jelas
Pasal 154

Cukup jelas
Pasal 155

Cukup jelas
Pasal 156

Cukup jelas
' Pasal 157

Cukup jelas
Pasal 158

Cukup jelas
Pasal 159
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Cukup jelas
Pasal 160

Cukup jelas
Pasal 161

Cukup jelas
Pasal 162

Cukup jelas
Pasal 163

Cukup jelas
Pasal 164

Cukup jelas
Pasal 165

Cukup jelas
Pasal 166

Cukup jelas
Pasal 167

Cukup jelas
Pasal 168

Cukup jelas
Pasal 169

Cukup jelas
Pasal 170

Cukup jelas
Pasal 171

Cukup jelas
Pasal 172

Cukup jelas
Pasal 173

Cukup jelas
Pasal 174

Cukup jelas
Pasal 175

Cukup jelas
Pasal 176

Cukup jelas
Pasal 177

Cukup jelas
Pasal 178

Cukup jelas
Pasal 179

Cukup jelas
Pasal 180

Cukup jelas
Pasal 181

Cukup jelas
Pasal 182
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Cukup jelas
Pasal 183

Cukup jelas
Pasal 184

Cukup jelas
Pasal 185

Cukup jelas
Pasal 186

Cukup jelas
Pasal 187

Cukup jelas
Pasal 188

Cukup jelas
Pasal 189

Cukup jelas
Pasal 190

Cukup jelas
Pasal 191

Cukup jelas
Pasal 192

Cukup jelas
Pasal 193

Cukup jelas
Pasal 194

Cukup jelas
Pasal 195

Cukup jelas
Pasal 196

Cukup jelas
Pasal 197

Cukup jelas
Pasal 198

Cukup jela;s
Pasal 199

Cukup jelas
Pasal 200

Cukup jelas
Pasal 201

Cukup jelas
Pasal 202

Cukup jelas
Pasal 203

Cukup jelas
Pasal 204

Cukup jelas
Pasal 205
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Cukup jelas
Pasal 206

Cukup jelas
Pasal 207

Cukup jelas
Pasal 208

Cukup jelas
Pasal 209

Cukup jelas
Pasal 210

Cukup jelas
Pasal 211

Cukup jelas
Pasal 212

Cukup jelas
Pasal 213

Cukup jelas
Pasal 214

Cukup jelas
Pasal 215

Cukup jelas
Pasal 216

Cukup jelas
Pasal 217

Cukup jelas
Pasal 218

Cukup jelas
Pasal 219

Cukup jelas
Pasal 220

Cukup jelas
Pasal 221

Cukup jelas
Pasal 222

Cukup jelas
Pasal 223

Cukup jelas
Pasal 234

Cukup jelas
Pasal 235

Cukup jelas
Pasal 235

Cukup jelas
Pasal 236

Cukup jelas
Pasal 237
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Cukup jelas
Pasal 238

Cukup jelas
Pasal 239

Cukup jelas
Pasal 240

Cukup jelas
Pasal 241

Cukup jelas
Pasal 242

Cukup jelas
Pasal 243

Cukup jelas
Pasal 244

Cukup jelas
Pasal 245

Cukup jelas
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